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ABSTRAK

SAPDAR, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Kaluku di

Suppa Kabupaten Pinrang. (dibimbing oleh Moh.Yasin Soumena dan Rahmawati).

Skripsi ini membahas tentang bentuk akad sewa kelapa di Suppa Kabupaten
Pinrang yangdilakukan dengan-cara lisan tanpa ada saksi yang menyaksikan, dalam
proses penyewaan terdapat perilaku penyewa yang memanfaatkan pohon kelapa tanpa
sepengetahuan pemilik pohon kelapa. Syarat yang disepakati antara penyewa dan
pemberi sewa vyaitu, pembayaran sewa kelapa dilakukan setelah jeriken
terpasang.Manfaatdidapatkan penyewa berupa peningkatan penghasilan dibanding
pekerjaansebelumnya dan bagi pemberi sewa penghasilan perbulannya menjadi jelas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan metode observast, wawancara, dan dokumentast, sedangkan sumber
data yang digunakan adalah sumber-data primer dan sekunder.Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian
datadanpenarikankesimpulan, dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis
dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa,l) Bentuk akad atau
perjanjian sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang tidak sesuai dengan hukum
ekonomi syari’ah dimana bentuk perjanjian yang dilakukan hanya dengan lisan tanpa
adasaksi yang menyaksikan dan terdapat perilaku yang tidak terpuji dari penyewa
pohon kelapa yang mengelolah kelapa tanpa..sepengetahuan pemilik (mencuri).
2)Syarat akad sewa kelapa di ‘Suppa-Kabupaten Pinrang yaitu, pembayaran sewa
pohon Kelapa dilakukan belakang,artinya setelah penampung tuak (jeriken) terpasang
baru dilakukan pembayaran sewa pohon kelapa. Hal ini sudah sesuai dengan syarat
sah sjarah.3) Manfaat dari akad sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang bagi
peyewadan pemberi sewaberupa adanya peningkatan pendapatan perkapita dan saling
menguntungkan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Akad, Sewa-menyewa/ljarah, Hukum Ekonomi Syariah.
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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Nama Huruf Latin Nama

| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< ba b Be

< ta t Te

& s\a s\ es (dengan titik di atas)

z jim j Je

z h}a h} ha (dengan titik di bawah)
z kha kh ka dan ha

3 dal d De

3 2\al 2\ zet (dengan titik di atas)

J ra r Er

) zai y Zet

5 sin S Es

o syin sy es dan ye
o= s}ad s} es (dengan titik di bawah)
o= d}ad d} de (dengan titik di bawah)
h t}a t} te (dengan titik di bawah)
L Z}a z} zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ apostrof terbalik

¢ gain g Ge

- fa f Ef

] qaf q Qi

g kaf K Ka

J lam I El

XV



2 mim m Em

o nun n En

3 wau w We

4 ha h Ha

e hamzah ’ apostrof
ya y Ye

Hamzah (¢) yang terleta ikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika ia terletak di itulis dengan tanda (°).
2. Vokal

okal tunggal

au harakat,

Nama
fathah

kasrah

dammah

.l

tara harakat

Tanda Nama Huruf Latin Nama

s fathah dan ya’ ai adani

¥ fathah dan wau au adanu

XVi
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Contoh:
@l kaifa

dss :haula

3. Maddah

dan huruf,

translit
Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
& ... |V ... | fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
- kasrahdan ya’ 1 i dan garis di atas
g dammahdan wau u u dan garis di atas

r)

PAREPARE

)b : ma>ta
&)  .rama>
Jé  gi>la

Gy yamu>tu

XVii
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4. Ta>’ marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta>’ marbu>tlah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang
hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammabh, transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan ta>' marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun,

transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang rbu>t}ah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sa
marbu>t}ah itu ditr

Juaky) 3
EARRH(g I-madi>nah al-fa>d}il
ERN| I-h}ikmah

5 S (Tas

atau tasydi lisan Arab dil gkan dengan
sebuah asydi>d 7 1), i ini dilambangkan perulangan

huruf (k n ganda) yan '

Contoh PA R E PA R

Wiy najjaina>

‘sl ral-haqq
Al - nu“‘ima
e D ‘aduwwun

XViii

a itu terpisah, maka ta>’

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Jika huruf < ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
(&), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>.

Contoh:

Se  :¢Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

(20 @ ‘Arabi> (bukan ‘Arabi

6. Kata Sandang

uruf J\(alif

erasi seperti
ariyah. Kata
ata sandang
ditulis garis men-

datar (-

Contoh

35/\.5*: al-biladu

XiX
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7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

:*)"/%;
8. Pen

istilah atau
kalimat ia. i atau kalimat
yang s onesia, atau
sering dalam tu]PnleEan RLEzim dig dalam dunia
akade s. Misalnya,
kata al , bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh:
Fi Zilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

XX
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9. Lafz al-Jalalah (&)

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih

a nominal), ditransliterasi tanpa huruf

al-jalalah,

ah

stem tulisan Arab i aps), dalam
2 huruf-huru unaan huruf
kapital : j YD). Huruf
kapital,
bulan)

ang, tempat,
dahului oleh
kata sande 3 aka yang dituy an huruf kapital tetap aruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

XXi
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Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Swt.

Saw.

a.s.

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid

1 Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,

edua terakhirnya, mak

ir dalam daftar pustaka . Contoh:

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu)

sallallahu ‘alaihi

‘alaihi al-salam

Hijrah

Masehi

XXii
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SM

QS../.:4

HR

Sebelum Masehi
Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
Wafat tahun

QS al-Baqgarah/2: au QS Ali ‘Imran/3: 4

13l

PAREPARE
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Sistem ekonomi dan bisnis yang dikembangkan semestinya tidak terlepas dari

tujuan sistem itu diciptakan, yaitu u emenuhi kebutuhan hidup umat manusia®.

Manusia secara naluri adalah antiasa tergantung dan terikat dan

saling membutuhkan d

berikan batasan-batasan

menolong merupakan Jasar manusia, maka

dalam i kebutuhan

hidup d

H ividu dengan individ pembahasan

masala , harta, jual beli, Kkerj agai bidang,

pinjam

nyewa, penggunaan ja iate atan lainnya
nusia dalam kehidupan

uamalah merupakan ilm

sewa menye

a menyewa.

lai dari aka

gan corak dan cara ak erbeda di setiap dae

PAREPARE

jarkan agar
arga, obyek
dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar menjauhkan akad perniagaan

yang kita jalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam

'Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Adesy, Ekonomi dan Bisnis Islam (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2016), h. 87.

M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Figh Muamalah (Jakarta: PT
Grafindo Persada, 2003), h.1.
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bahasa Arab dengan garar. Karena mengandung unsur garar sangat rentan

menimbulkan persengketaan dan permusuhan juga dapat merugikan orang lain.

Semakin maju dan berkembangnya zaman maka kebutuhan manusia juga
beragam, hingga dalam memenuhi kebutuhanya manusia melakukan berbagai macam
cara dalam memanfaatkan sumberdayayang ada dilingkungan baik berupa air,tanah,
hewan, dan tumbuhan. Tidak tekecuali yang di lakukan oleh masyarakat Kecamatan
Suppa Kabupaten Pinrang-yang mana sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani
dan perkebunan, sehingga mereka memperaktekkan sewa-menyewa dengan pohon

kelapa sebagai objeknya.

Melihat banyaknya pohon kelapa yang ada di Kecamatan Suppa Kabupaten
Pinrang, sehingga mendorong masyarakat yang berasal dari Kabupaten Mamasa
Provinsi  Sulawesi Barat datang menyewa pohon kelapa wuntuk diambil
tuaknya,sebagai bahan dasar dalam pembuatan gula merah. Pohon kelapa yang
dulunya hanya di manfaatkan buahnya untuk membuat minyak goreng, yang hanya di
panen kKurang lebih tiga bulan sekali, kini menjadi salah satupusat produksi gula
merah yang ada di Kabupaten Pinrang.

Dalam melakukan akad sewa.menyewa (77arah), pihak pemberi Sewa yang biasa
disebut mu ‘ajir dengan orang yang menyewa disebut musta jir, melakukan perjanjian
tanpa adanya saksi ataupun perjanjian-tertulis. Dalam perjanjian tersebut tidak
dijelaskan mengenai resiko yang iterjadi=baik berupa. kecelakaan kerja maupun apabila
pohon kelapa tidak produktif lagi (tidak menghasilkan tuak), karena adakalanya
pohon Kelapa yang disewa tidak menghasilkan tuak sehingga berdampak kerugian
kepada pihak penyewadan pihak pemberi sewa tidak bertanggung jawab apabila

terjadi hal-hal seperti itu.

Sistem sewa yang di terapkan antara penyewa dan pemberi sewa, yaitu setelah
tempat penampungan tuak (jeriken) terpasang di atas pohon kelapa maka penyewa

membayarkan uang sewa pohon kelapa satu bulan kedepan, sesuai dengan



kesepakatan harga sewa kelapa perpohonya, akan tetapi dengan tidak adanya
perjanjian tertulis berupa harga sewa pohon kelapa yang harus dibayarkan setiap
bulanya sehingga terkadang biaya yang harus di keluarkan oleh penyewa perbulanya
tidak menentu, terkadang harga sewa pohon kelapa naik atau turun sesuai dengan

kemauan pemberi sewa.

Dalamhukum ekonomi beberapa prinsip dasar yang perlu

diperhatikan, yaitu segala ia ini hanya semata-mata untuk
mencari ridha Allah, ¢ ukan tidak lepas dari apa
didalamnya.
)kan kepada

awabkan di

apa  tersebut
ajaran Islam
atau tid : ek rena praktik
inrang perlu

yari’ah sehingga te masyarakat

eneliti teliti

adap praktik

*H. Abdul Manan, Hukum ekonomi syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
permasalahan pokok adalah bagaimana “ Praktik Sewa-menyewa Kelapa di Suppa

Kabupaten Pinrang” ? dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana bentuk akad yan an dalam sistem sewa Kaluku di Suppa
Kabupaten Pinrang?
1.2.2 Bagaimana syara a Kabupaten Pinrang?

1.2.3 Bagaimana m a dan pemberi sewa di

enelitian ini

13.1 u di Suppa
1.3.2 Kabupaten
1.3.3 ui manfaat di Suppa

n Pinrang.
1.4 Ke Penelitian

anfaat dP[*IRrE RA)IR lEdaya guna berikut:

1.4.1.1 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan penetahuan baik bagi penulis
maupun masyarakat luas tentang sewa menyewa yang sesuai dengan konsep
hukum ekonomi syari’ah sebagai sumbangan bagi perkembangan khazanah

keilmuan.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau referensi bagi
para peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang analisis
hukum ekonomi syari’ah terhadap praktik sewa kelapa.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah

leh selama kuliah.

penulis dan dijadikan teori
1.4.2.2 Penelitian ini diha
masyarakat Ke gar mengetahui akad sewa

i masyarakat, utamanya bagi

(S.H.) pada

PAREPARE
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu, maka
perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang
berkaitan dengan sewa menyewa memang sudah banyak. Sebelumnya sudah
adabeberapa penelitian yang serupa, diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah

sebagai berikut:

Pertama,penelitian yang dilakuakan oleh Andi Lala dengan judul penelitian
“Tinjauan Figih Muamalah Terhadap Sewa-Menyewa Pohon Kelapa untuk Membuat
Tuak(Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungal Sembilan Kota
Dumai)”. Penelitian ini memfokuskan akad sewa-menyewa pohon kelapa dalam
membuat tuak. Sedangkan tuak itu sendiri merupakan sejenis minuman beralkohol
Nusantara hasil fragmentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang
mengandung gula. Tuak adalah produkminuman yang mengandung alkehol. Menurut
kamus besar bahasa Indonesia-minuman bralkehoel di buat dari nira aren (kelapa,
siwalan) yang di ragikan.” Sebagaimana kita pahami bahwa salah satu Syarat sahnya
akad sewa-menyewa adalah sesuatu barang yang diakadkan harus dapat diambil
manfaatnya secara sempurna dan sesuai dengan syariat. Hasil dari penelitian Tinjauan
figih muamalah terhadap Sewa-menyewa pohan [kelapa untuk membuat tuak. Pohon
kelapa yang disewakan hukumnya boleh (mubah) namun jika tujuannya untuk
membuat-tuak maka hukumnya haram karena termasuk dalamkategori minuman

yang beralkohol®, sedangkan penelitian yang peneliti teliti dengan judul “Analisis

*Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta:Pusat Bahasa,2008),h.1549.

*Andi Lala, Tinjauan Figih Muamalah Terhadap Sewa-Menyewa Pohon Kelapa untuk
Membuat Tuak (studi kasus Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai,
skripsi http://repository.uin-suska.ac.id/7208/.pdf (16 januari 2019).



Hukum Ekonomi Syari’ah tentang Praktik Sewa Kaluku di Suppa Kabupaten
Pinrang”. Membahas tentang praktik sewa kelapa yang di lakukan antara pemilik
pohon kelapa dan penyewa yang melakukan akad sewa tanpa adanya saksi atau
perjanjian secara tertulis yang bisa saja menimbulkan masalah di kemudian hari, dan
tujuan dari akad sewa kelapa yang dilakukan untuk membuat gula merah yang terbuat
dari tuak kelapa.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh. Risna Kanurna Sopalatu yang
berjudul“Pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa
Tanaman Pohon kelapa di Desa Sepak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku
Tengah?. Hasil Penelitian ini menunjukkan® pelaksanaan sewa menyewa tanaman
pohon Kkelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sepa Kecamatan Amahai
Kabupaten Maluku Tengah telah sesuar dengan hukum ekonomi Islam karena
menyewakan buah dari tanaman untuk diambil manfaatnya dibolehkan dalam Islam
sebagaimana suatu materi yang bervolusi secara bertahap hukumnya sama dengan
manfaat seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing® Sedangkan
penelitian yang peneliti teliti dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah
tentang Praktik Sewa Kaluku di Suppa Kabupaten Pinrang”. Membahas tentang
praktik sewa kelapa yang di lakukan antara pemilik pohon kelapa dan penyewa yang
dalam perjanjian atau akadnya tanpa adanya saksi atau perjanjian secara tertulis yang
bisa saja menimbulkan masalah di-kemudian hari, serta tujuan dari akad sewa pohon
kelapa yang dilakukan untukidiambil=tuaknya. sebagaizbahan dasar pembuatan gula
merah.

2.2 Tinjauan Teoritis

Dilihat dari buku-buku figih yang membahas tentang sewa menyewa (al-

ijarah), pembahasannya menyangkut tentang sewa-menyewa yang berhubungan

dengan benda, baik benda itu tetap maupun benda itu bergerak, dan pembahasan yang

®Risna Kanurna Sopalatu, Pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sewa
Menyewa Tanaman Pohon kelapa Di Desa Sepak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah,
(Jurnal limiah Al-Syir'ah Vol 12, No 2,2014).



menyangkut tentang upah-mengupah yang berhubungan dengan tenaga dan jasa
manusia. Intinya, sewa menyewa (ijarah) objek transaksinya adalah barang maupun
jasa. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau bedah untuk mengkaji penelitian
dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ahTentang Praktik Sewa Kaluku di
Suppa Kabupaten Pinrang” yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Hukum Ekonomi Syari’ah
2.2.1.1 Pengertian Hukum

yang secara bahasa berarti kesede an_kK asarkan makna ini,
kata al na ‘ilm al-
enurut Ali
ah kajian t

ntang perila ubungannya

er-sumber produktif emproduksi

barang tribusikannya’.
i dua hal yang tidak bol ) dua hal ini
saling isi mata ua bakan kajian

tentang i secara ipliner dan

keseluruhan

multidi ) m ekonomi

personifikasi

individu dan

ari’ah yang

Veitzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 325.
®H. Abdul Manan, Hukum ekonomi syariah, h. 5-6.
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1. Muhammad Abdul Manan
Menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang
mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai
Islam

2. M. Umar Chapra
Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu
upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya
yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam
tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang
berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

3. Muhammad Najetullah Ash-Sidigy
Menurut Ash-sidiqy ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap
tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh
Al-Qur’an dan Sunnah, akal (jjt/had) dan pengalaman.

4. Kursyid Ahmad
Menurut Ahmad ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk
memahami masalah-masalah“ekonomi dantingkahlaku manusia secara rasional
dalam perspektif Islam®.

2.2.1.2 | Prinsip Dasar Ekonomi Syari’ah
Dalam mempelajari ekonomi syari’ah ada beberapa prinsip dasar yang perlu di

pahami, yaitu sebagai berikut:*

1. Kebebasan individu, kebebasan manusia dalam syari’ahdidasarkan atas dasar nilai-
nilai ketauhidan, yaitu suatu nilai yang'-membebaskan dari segala sesuatu, kecuali
Allah. Kebebasan individu yang dimaksud ialah bahwa 'manusia memiliki
kesempatan yang luas untuk mengembangkan kreativitas dan melakukan inovasi
dalam memenuhi kehidupan dunianyassebagai=pemimpin dimuka bumi, manusia
harus mampu.mengelola.sumber.daya alam.dengan,bijaks.sesual dengan tuntunan
Allah dan Rasulnya.

2. Hak terhadap harta, syari’ah mengakui hak individu untuk memiliki harta.

Syari’ah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemas/ahatanbersama,

*Mustafa Edwin Nasution, et al., eds., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana,
2010), h. 16-17.

4. Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta,
2016), h. 81-84.
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sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan
menghormatinya.

3. Jaminan sosial, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan
sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahtraan rakyat secara umum. Maka
syari’ah memperhatikan juga masalah pengelolahan harta melalui pengaturan

zakat, infag, dan sedekah, seb a untuk mendapatkan kehidupan lebih

sejahtra.

4. Larangan menumpu ribusikan kekayaan, sistem
individu dengan alasan
orang lain.
mencegah
karena sifat

upakan sifat yang rakus
5. : i an masyarakat, peng dividu dan
atikan dalam syari’ah. 3 enjadi faktor
ukan sikap individu se idu banyak

akter masyarakat.

2213 istik Ekonomi Isla

aitu, sebagai
berikut:

1. Hart:
Kara

Pertama, semua harta baik D

(kepunyaan Allah) sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Bagarah/2: 284:

da maupun alat produksi adalah milik

“Mustafa Edwin Nasution,et al., eds., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, h. 18-24.
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. i
T £ 5 s LB E A, 2 2 -8 G 2s 7

A sergal 3@53&\0;31,3;363;_4:%&1)!0#&@2&\&
.. P R DI S
ORI P P T PR A ey

Terjemahanya:

Milik Allah-lah apa yan
nyatakan apa yang

n apa yang ada di bumi. Jika kamu
u sembunyikan, niscaya Allah
imu. Dia mengampuni siapa
yang dikehend i endaki. Allah maha kuasa

ayat yang

menjel irman Allah
dalam C

2 e 2o E e
5! 52|50 47

ah kamu kep i jalan Allah)
dari harta penguasanya
. Maka orang-orang iman diantara kamu enginfakkan

di jalan PWanIPpRRaEbesar

tetapi, Allah memberikan hak kepada kamu (manusia) untuk memanfaatkannya.
Dengan kata lain Islam sangat menghormati hak milik peribadi, baik itu terhadap

’Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan dengan Transliterasi
Arab- Latin Juz 1-Juz 30, h. 78.

PKementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan dengan Transliterasi
Arab- Latin Juz 1-Juz 30, h. 1016.
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barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatanya tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam

tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah Swt.

2. Ekonomi terikat dengan ‘ akidah, syari’ah dan moral

Hubungan ekonomi Islam dengan-akidah Islam tampak jelas dengan banyak

hal, seperti pandangan Islam te emesta yang ditundukkan (sediakan)

untuk kepentingan manusi m dengan akidah dan syari’ah

tersebut memungkin as ekonomi dala 1enjadi ibadah. Sedangkan

diantara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islé

nipuan dalam transaksi.
enyimpan) emas dan p ana moneter

gah peredaran uang, ka erlukan buat

gan akhirat.
di akhirat.
ita tidak boleh mengorbankan kehidupan
akhirat. Hal ini ditegaskan Allah SWT. dalam Q.S. Al- Qashas/28: 77:

Setiap @
Oleh karena itu, aktivitas keduniaan
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Terjemahanya:

Dan carilah pada apa yan kan Allah kepadamu (kebahagiaan)
negeri akhirat, dan j bahagianmu dari (kenikmatan)
duniawi dan ber ) sebagaimana Allah telah
berbuat baik, k uat kerusakan di (muka)
bumi. Sesun
kerusakan.'*

n janganla
llah tidak men

ang dilakukan oleh s
n dengan mengabaikan kepentingan

orang le ecara umum. Prinsip ini SWT. dalam

ad /J/

PAREPAREGIL

Terjems

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,
untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka

“Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Pustaka Assalam,
Jakarta:2010), h. 556.
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terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.™

5. Kebebasan individu dijamin dalam Islam
Individu-individu dalam prekonomian Islam diberikan kebebasan untuk
beraktifitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun

kebebasan tersebut tidak boleh melan turan-aturan yang telah digariskan Allah .

dalam al-Qur’an maupun al- ikian kebebasan tersebut sifatnya

tidak mutlak. Firman Al

hagian kamu memakan
jalan yang bathil d
pada hakim, supaya k
orang lain itu dengan (j

membawa
sebahagian
adahal kamu

s memenuhi

ida : tang materi

I, yakni seca ri’ah materi

halal dalam

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 797.
'%Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 36.

YAgus Triyanta, Hukum Ekonomi Islam dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata
Ekonomi Syariah (Yogyakarta: FH Ull Press, 2012), h. 147-150.
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Halal dzatiy adalah halal yang dinilai dari wujud kebendaan dari sesuatu
barang. Untuk memenuhi syarat ini maka materi atau benda yang diperdagankan itu
haruslah tidak termasuk jenis-jenis materi atau benda yang diharamkan. Benda-benda
yang telah diharamkan untuk dikomsumsi, berarti diharamkan juga untuk memperjual
belikannya.

2. Halal/ighairihi
Halal Zighairihiini ad

da untuk diperdagankan semata-
mata didasarkan pada barang tersebut diperoleh.
Meskipun suatu bar ndaan), namun bisa jadi
barang

haram @

kum ekonomisyari’ah a ang perlu di
perhatia transaksi yaitu sebagai

disini adalah bahwa ifi beli harus

dilakuk jan dasar ker ari pemili g untuk mel n barangnya
dengan i dis sebaliknya pihak emiliki uang
juga de : an segala ke anya setelah

ilarang oleh
an tidaklah
dibenarkan oleh hukum Islam. Disinilah Islam mengenal konsep khAiyar (masa tawar-
menawar). Dalam konsep ini seorang pembeli memiliki tenggang waktu dimana dia
berhak agar barang yang akan dibeli setelah sebelumnya ditawar tidak dialihkan

kepada orang lain sampai masa yang disepakati. Dengan tenggang waktu tersebut,
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maka bentuk-bentuk penipuan, termasuk pengkaburan cacat barang bisa
diminimalisir.
2.2.2 Sewa Menyewa (ljarah)

2.2.2.1 Pengertian sewa menyewa

Secara etimologi al-jjarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh/

penggantian, dari sebab itulah am konteks pahala dinamai juga al-
ajru/upah.®®  Adapun : gertian  ijarah  menurut

mashabsyafi’iyahyai

\ Vi die A

Bl

pslaa

atu akad atas manfaat
lehkan dengan imbalan

ertentu yang

enyewa (ijarah)

ur’an, Assu adan kaidah

figih. A Jasar hukumnya yai

ljarah dalam Al- Qu

PAREPARE

8 Abdul Rahman Ghzaly, Ghufron lhsan, Sapiudin Shidig, Figh Muamalat (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2010), h. 277.

Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010 ), h. 316.
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U.A).ﬂiw ‘M@wﬁd’)ﬁj&j)@‘%ﬂde@j‘dﬁ‘

2 g4

Wuw@u@%;uwjm&yuwjytbﬁbw

77/ - =7 787

Lo @@MN«S f‘

Terjemahanya:

Dan tempatkanl
kemanpuanmu
(hati) mereka.

bertempat tinggal menurut

nlah kamu menyus
mereka (istri-istri yan i talag) itu sedang hamil,
. Kemudian
lah kepada
atu) dengan

lain boleh

m Al- Hadis.

a) diae (e
) L shis gl
) &g akadaly

) ood d Y 40 95
W1 g

ah Khoibar
pagi mereka
2 a lbnu  Umar
menceritakanya bahwa perkerbu -perkebunan itu dlsewakan dengan sesuatu
yang telah disebut oleh Imam Nafi’ yang aku tidak mengigatnya. Sedangkan
Rafi’ Bin Khodij menceritakan bahwa Beliau Nabi SAW melarang untuk

“Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Pustaka Assalam,
Jakarta:2010), h. 817.
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menyewakan pekarangan-pekarangan. Ubaidillah berkata dan Nafi’ dari Ibnu
Umar. Sehingga beliau Umar r.a. menjelaskan kepada mereka®.

3. Kesepakatan ulama (Ijma)

Disamping Al-Quran dan sunnah, dasar hukum zjarah adalah ijma sejak zaman

sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam (fugaha),
kecuali Abu Bakar Al-Asham, Ismai Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani,
Nahrawani, dan Ibnu Kisan. oolekan ijarah, karena ijarah adalah
manfaat tidak bisa diserah

jual beli manfaat pada sa

njadi perhatian dan pert

setiap muamalah d nsaksi pada

,seperti jlp hmAaRE kerjasa arabah atau

diharamkan

seperti

2.2.2.3 Rukun dan Syarat Jjarah

ZAl Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari Juz 111, terj.
Achmad Sunarto, Terjemah Shahih Bukhari Jilid 111 (Cet. I; Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 353.
>’ Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, h. 318.

»H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Ffigih (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 130.
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Menurut Hanafiyah rukun al- ijarah hanya satu yaitu ijab dan gabul dari dua
belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun 7jarah ada empat

yaitu:

1. Dua orang yang berakad
2. Sighat (ijab dan gabul)
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat

Dalam melak kad ijarah ada bebe

lah balik dan berakal. O i 1 orang yang
, Seperti anak kecil da ila i a tidak sah.
fiyah dan Malikiyah edua orang
us mencapai usia balig. k yang baru
melakukan akad al-ijarah, anya perlu

Terjemahannya:
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Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang
berlaku suka sama suka.”*

Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul
perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas,

maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan

menjelaskan jenis manfaatn an berapa lama manfaat itu di tangan
penyewanya.
erahkan dan

Objek al-ijarah i ecara langsung dan tidak

ada cacatnya. ab itu, para ulama f kat, bahwa tidak boleh

ngatakan bahwa tidak orang untuk

demikian juga tidak b mah untuk

maksiat.

ukan suatu kewajiban a menyewa
melaksanakan:shala iri : orang yang

untuk meng 5 nakat bahwa

arah itu merupakan sua bisa disewakan sep ah, alat-alat

n, kendaMR EP‘RIEoIeh dila
[]

..... va aka atang pohon bukan

akad sewa-

ewa sebagai

dimaksudkan untuk itu.

Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki

nilai ekonomi®,

**Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 107-108.
Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiuddin Shidig, Figh Muamalat, h. 278-280.
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2.2.2.4 Bentuk sewa menyewa
Dilihat dari objek ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia

ijarah terbagi atas dua bentuk, yaitu®:

1. Jjarahain, yaitu ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan
untuk mengambil manfaat dari ben
benda tersebut, baik benda be

tersebut tanpa memindahkan kepemilikan

2. ljarah amal, yakni i ada atau tenaga manusia yang
diistilahkan denga : . ljarah i an untuk memperoleh jasa
dari se ang dengan m i

2.2.2.5
Ak

1. Me nya u pihak yang melakuk an pendapat
pihak tidak

merupakan

Ha Seda enurut jumhur ulama,
me tkan atau berakhirnya akad

upak yang lazim, seperti h

anfaat atas barang yang disewa dengan

, sehingga bis

2. u pembatalan ol k, karena ini adalah akad
ah (tukar me a sehingga me inkan untuk
o PRAREPRRE"

3. isewakan i al gkin untuk

4,

%Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor
KeuanganSyariah(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) h. 131.
’Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, h. 338.
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2.2.3 ‘Urf (adat)
2.2.3.1 Pengertian ‘urf

‘Urf secara harfiah adalah suatu keadaa, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang
telah di kenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau

meninggalkannya®.

1. Macam- macam ‘urfatau adat
‘Urf terdiri dari du hahih dan ‘urf fasid (rusak).

‘urfsahihadalah sesua i ia dan tidak bertentangan

atau adat

abila terpenuhi beberap ut™:

2.1 Pe yan kan logis dan relevan : , Syarat ini
an bahwa adat ti nan dengan a at.

2.2 Pe perkataan i dikata sudah
aging di dala

2.3 Tid i 3 -sunnah.

kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di Indonesia. Hubungannya akrab

dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di

8Rachmat Syafe’i, [lmu Ushul Figih (Bandung: Cv Pustaka Setia,1999) h. 128.

2’Rachmat Syafei, llmu Ushul Figih, h. 128-129.

*®Muhlish Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fighiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath
Hukum Islam, h. 142.
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beberapa daerah, misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi: hukum ngon
adat hantom cre’, lagee ’zat ngon sipeut. Artinya hukum Islam dengan hukum adat
tidak dapat di pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan
sifat suatu barang atau benda. Hubungan demikaian terdapat juga di Minangkabau
yang tercermin dalam pepatah: adat dan syara sanda menyanda, syara mengato adat

memakai. Yang bermakna: hubun adat dengan hukum Islam (syara) erat

sekali, saling topang meno guhnya yang di namakan adat

yang benar-benar adat bungan ini perlu dijelaskan

bahwa adat dalam ini adalah cara m n atau memakai syariat

aa hula- : y lebih adat
bersendi adat,®! dari diatas dapat

at erat dengan agama |

ian
bahasa akad ada nurut istilah

akad m dua makna ! : S akna khusus

akad y hadap objek
akad. riliki :Iyang me hak, atau
mengal : itu bersu u pihak atau

Ada beberapa definisi akad (perjanjian) menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

*'Ali Muhammad Daud, Hukum Islam: Pengantar llmu hukum dan tata huku Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 201-202.

*>0Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam
Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 4-6.
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1. Menurut Pasal 262 Mursyid al- Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang
diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan
akibat hukum pada objek akad.

2. Menurut Prof Dr. Syamsul Anwar M.A. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul
sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat
hukum pada objeknya.

Kedua definisi dia 3 pertama akad merupakan

ijab ya [ menyatakan
suatu akibat
dan hendak

emenuhi rukun dan sye akad yang

arus ada dan mer iap kontrak.
Jika sa i am kontrak

2sti ada pada

dan akibat
dah ini jelas
jelas menunjukkan kebebasan berko arena perjanjan itu dinyatakan sebagai

berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang dibuat

**Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68-69.

**Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi
Syariah, h. 25.
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oleh para pihak sendiri melalui janji. Menurut mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali

rukun akad terdiri dari empat unsur, yaitu:

a.

Para pihak (al-agida 'in)
Para pihak pembuat akad adalah orang-orang atas keinginan pribadinya

bersepakatan membuat akad perjanjian. Ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi

para pembuat akad. Pertam arus tamyiz (dewasa). Kedewasaan

seseorang bisa di uk |- ahliyah). Kecakapan hukum

...... ima ewajiban dan k diakui tindakan-
ih dari satu
orang lain.
dengan hanya ada sat at ijab saja

lam setiap akad harus a

-aqd: ijab dan kabul)

dalah pernyataan kehen but sighatal-
endak yang
kan hukum,

Objek akad (ma qud ‘alaih)
Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad, yaitu pertama,objek akad
dapat diserahkan. Kedua,objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Ketiga, objek
akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dapat dimiliki).

Tujuan akad (maudhu’al- ‘agd)
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Tujuan akad adalah ujung akhir yang ingin dituju oleh pihak yang membuat
akad. Syarat dari tujuan akad adalah tidak bertentangan dengan syara.

Syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat
adanya (terbentuknya) akad dan syarat sahnnya akad. Syarat-syarat adanya akad

meliputi tujuh macam, diantaranya:

Bertemunya ijab dan ntara para pihak)

Bersatunya majeli

an atau dapat menerim awwim).

I syarat sah akad ada li

2.3 Tinjauan Konseptual
Penelitian ini berjudul“Analisis hukum ekononomi syari’ah tentang praktik
sewa kaluku diSuppa Kabupaten Pinrang”,dan untuk lebih mengetahui lebih jelas

tentang penelitian ini maka dipandang perlu menguraikan pengertian judul yang

**Dewan pengurus Nasional Fodebi dan Adesy, Ekonomi dan Bisnis Islam, h.172-174
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mungkin dapat menimbulkan pengertian dan penafsiran ganda.Pengertian ini
dimaksudkan agar tercipta persamaan persepsidalam mengetahui dan memahami
judul penelitian sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah
pembahasan selanjutnya. Maka perlu diberikan gambaran umum dari masing-masing

kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

2.3.1 Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagianya dan
penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk
mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan.*

2.3.2 Hukum_ekonomi Syari’ah adalah kumpulan prinsip-prinsip_umum tentang
ekonomi yang diambil dari Al- quran dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang
dibangun atas dasar pokok-pokok tersebut.>’

2.3.3 Praktik menurut kamus bahasa Indonesia adalah pelaksanaan nyata atas dasar
teori yang ada®.

2.3.4 Sewaadalah 'pemakaian sesuatu dalam jangka waktu tertentu dan harus
membayar uang jasa atas pemakaian sesuatu milik orang lain®.

2.3.5 Kelapa (kaluku) adalah salah satu anggota tanaman palmae yang paling
dikenal dan banyak tersebar di daerah tropis. Daunnya panjang dapat
mencapai sekitar 3-4 meter lebih dengan sirip-sirip lidi yang menopang pada

tiap helaian®.

Berdasarkan penjelasan’ diatas, *maka /dapat ' diperjelas bahwa maksud dari
penelitian ini adalah menganalisis praktiki'sewa menyewa pohon kelapa yang dalam
pembuatan akadnya tidak adasaksi atau perjanjian secara tertulis, sehingga

*Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Agung Media Mulia), h. 36.

$"Faisal, Modul Hukum Ekonomi Islam, 2015
http://repository.unimal.ac.id/450/1/Modul%20Ajar%20Hukum%20Ekonomi%20Islam.pdf, (akses
pada juli 2019).

*8Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, h. 489.

**Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, h. 548.

“Gun Mardiatmoko dan Ariyanti, Produksi TanamanKelapa, 2013, https:www.acedemia.edu/,
(akses pada 12 juli 2019).


http://repository.unimal.ac.id/450/1/Modul%20Ajar%20Hukum%20Ekonomi%20Islam.pdf
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memungkinkan adanya perselisihan antara kedua belah pihak (penyewa dan pemberi
sewa) di kemudian hari yang berakibat terjadinya kerugian dari salah satu pihak.
Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran dari kedua belah pihak dan
masyarakat luas bagaimana sistem akad sewa menyewa yang sebaiknya dilakukan

yang sesuai dengan hukum ekonomi syari’ah.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir me ubungan antara konsep dan

variabel secara ko
penelitian®}

praktik n yaitu teori

ijarah, j ak 0 j kedua belah
pihak ara lisan dan tulisan. ijarahyaitu,
pelaku beri sewa) dan upah dan bernilai

ekono i atan i7jarah bagi peny wa. Setelah
dilihat

hukum

ebut, maka akan di ana Drinsip dasar

ah yaitu, kebebasan imdividu, : rta, jaminan

sosial, nya mendist

serta ke aan indivi yang kesemuanya

antara : rangka pikir
yang be
pikir yang di maksud sebagai berikut:

“ITim Penyusun, Pedoman Karya limiah (makalah dan skripsi), edisi revisi (Parepare:
STAIN Parepare, 2013), h. 26.
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Teori Akad

Praktik Sewa kaluku di Suppa
Kabupaten Pinrang

Penyewa Pemberi sewa

1. Pengertian
2. Rukun
3. Syarat

Bentuk

Sewa menyewa (7jarah)

29

Teori [jarah

1. Pengertian
Rukun
Syarat
Bentuk

o

Syarat

Hukum Ekonomi Syari’ah
Prinsip :

1. Kebebasan individu

2. Hak terhadap harta

3. Jaminan sosial

4. Larangan menumpuk kekayaan dan
pentingnya mendistribusikan
kekayaan

5. Kesejahtraan individu dan
masyarakat

Tujuan:
Mencapai kebahagiaan dunia dan
akhirat.

A 4

STITUTE PAREPARE

Teori urf (Adat)

1IC IN

1. Pengertian
2. Macam-macam
3. Syarat diterimanya

Manfaat
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menunjuk pada pedoman
tulisan karya ilmiah (makalah dan.skripsi) yang diterbitkan STAIN parepare, tanpa
mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut,
mencangkup beberapakajian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian,
jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis
data®.

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam
kategori, penelitian lapangan (field research). Yakni meneliti peristiwa-peristiwa
yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini
digolongkan sebegai penelitian deskriptif kualitatif, artinya peneliltian ini berupaya
mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti,
melaluiobservasi, wawancara dan dokumentasi*®.Penelitian deskriptif kualitatif ini
memberikan gambaran sistematis, cermat dan _akurat mengenai Analisis hukum

ekonomi syari’ah tentang praktik sewa kaluku diSuppa kabupaten Pinrang

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi
hanya untuk menggambarkan.apa.adanyatentang.suatu.variabel, gejala atau kedaan**.
Penelitian deskriptif merupakan penelitian ‘yang tidak melakukan manipulasi atau
memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu
yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian,
aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan

dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan

*Tim Penyusun, Pedoman Karya llmiah (makalah dan skripsi), edisi revisi, h. 30-36.

*Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara,
2014), h. 26.

*Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. 1V; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310.
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pandangan tersebut diatas, maka penelitian menetapkan bahwa jenis penelitian inilah
yang akan digunakan agar mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi
penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang
relevan karena sukmadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih

memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan®.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitié
3.2.1 Letak Geografis Pen
Kecamatan Sup 3 3 3s Kecamatan yang berada

........... A a_Pinrang dan

) berbatasan

an Desa dan

dua Ke . Lu a Segi, jumlah
an jumlah laki-laki seba perempuan

16.593 Ibu Kota Kabupaten 23 5 permukaan
air laut emiliki instansi Pemer sebanyak 22

patas sebagai berikut:

: Kec ta
: Kec u
: Telu

PAREPARE

oleh penulis yang berada di Pallabessi Desa Lotang salo. Lotang salo merupakan
desa yang berada di seblah utara Kecamatan Suppa, berbatasan langsung dengan

“*Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 310.

“*Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Suppa Dalam Angka, (Pinrang: BPS Kota
Kabupaten Pinrang, 2017), h. 1-15.
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Kecamatan Lanrisang yang hanya di pisahkan dengan jembatan yang terbuat dari
besi, yang menghubungkan kedua kecamatan ini.

Desa Lotang Salo memiliki luas wilayah mencapai 506 ha dengan jumlah
penduduk 2.036 jiwa. Desa Lotang Salo memiliki tiga dusun yakni, Pallabessi,

Garessi, dan Bonging Ponging. Ketiga dusun tersebut terdapat mata pencaharian yang

berbeda-beda yang di lakukan o a, di samping di pengaruhi keahlian

individu juga di pengaruhi sun tersebut.

Masyarakat yan as bermata pencaharian
kita lihat di

sekali yaitu,

petani ¢

daerah

pada m 1 saat musim

buhan kacang kacanga arakat yang
berada lain bermata pencahari i pe an juga ada
sebagai ji h yang terbuat dari any: i g di peroleh

dari pi i manjang dari dusun P : gga sampai
dusun Ponging yang berada di pesisir pantai.

antai seblah

barat, s i daerah ini,
yang Se besar nelayan dan p akan yang berada di timur dari
rumah kat. PA R E PA R E

Secara administrasi Desa Lotang Salo terdiri dari 3 dusun dengan luas wilayah
506 ha, selain itu wilayah ini juga berbatasan dengan wilayah desa lainya, yaitu
sebagai berikut:

1. Sebelah selatan berbatan dengan desa Maritenggae

2. Sebelah barat berbatasan dengan desa Wiringtasi

3. Sebelah utara berbatasan dengan desa Mallongi-longi
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4. Sebelah timur berbatasan dengan desa Polewali*’.

3.2.3 Waktu, lama waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, kurang lebih
dua bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis memfokuskan pada Analisis hukum

ekonomi syari’ah tentang praktik se apa di Suppa Kabupaten Pinrang, dimana

penelitian ini membahas ten Jasarkan tinjauan hukum ekonomi

syari’ah.
3.4 Jeni
J

terdiri 3

Isis masalah
keterangan-
keteran( i a cetak dan
elektro

34.1

g dari pihak
respond i ' i Data primer

adalah pemilik dan

k langsung,
mentasi, bu mi syari’ah,
peroleh dari

internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan

informasi tentang analisis hukum ekonomi syari’ah tentang praktik sewa kelapa

*"Hasil wawancara dengan Andi Syahrul (Staf Desa Lotang Salo), 18 Juli 2019.
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diSuppa kabupaen Pinrang, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam
mengumpulkan data. Dimana teknik dan instrument yang satu dengan yang lainnya
saling menguatkan atas data yang diperoleh dari lapangan benar valid dan otentik.
Instrument penelitian yakni peneliti sendiri yang langsung mengadakan wawancara.

Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan penelitian

3.5.1 Observasi
Observasi merup

secara sengaja, sistematis
penelitian ini penulis
S mengenai
pencatatan®.

sebenarnya

m bentuk interview tr pt yan seEIanjutnya bahan atau

alisis. PA R E PA

yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan

keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang

*®Ronni Hantijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (Cet. I11; Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985), h. 62,
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benar.**Materi wawancara adalah hal-hal yang berkaitan dengan sistem sewa kaluku
dengan informan penyewa dan pemilik pohon kelapa.
3.5.3 Dokumentasi

Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis

yang bersifat dokumenter yang di peroleh dari pengamatan di lapangan.

3.6 Teknik Analisis Data
Analisis data merup ikan interpretasi terhadap data

yang telah tersusun dapatkan kesimpu valid. Dalam pengelolaan

ini penulis mene perapa cara dalam me sa data yang diperoleh

ah suatu proses yang d ganalis data

pendapat yang bersi an menarik

aka 5is dedukatif

g bersifat u g diperoleh

dari has S entasi, kemudian kesimpulan

yang be angka e yang bersif mengenai

a dan menﬁneralisasi : enaran tersebut pada s eristiwa atau
2siSama degan fenomenayang bersangkutan®.

data yang

data ter ng berind

U data tersebut
dibaca dan diamati secara mendalam,’ kemudian data tersebut di analisis sesuali

dengan rumusan masalah.

“*sasmoko, Metode Penelitian (Jakarta: UKI Press, 2004), h. 78.
*%Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2 Bentuk Akad yang Digunakan dalam Sistem Sewa Kaluku di Suppa

Kabupaten Pinrang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya ada berbagai cara
yang dilakukan salah satunya adalah melakukan perjanjian atau akad. Secara
etimologiakad mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali), sedangkan secara
terminologi, menurut kompilasi hukum ekonomi syari’ah, akad adalah kesepakatan
dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak
melakukan suatu perbuatan hukum®'. Semakin maju suatu zaman maka kebutuhan
manusia juga beragam, maka tidak™ heran ditengah-tengah masyarakat muncul
berbagal macam akad atau perjanjian yang baru atau dengan akad yang lama tapi
dengan bentuk dan 'sistem yang berbeda yang mengikuti perkembangan zaman itu
sendiri. Seperti yang di peraktekkan oleh masyarakat di Suppa Kabupaten Pinrang
yang melakukan akad atau perjanjian, yangmenjadi objek akad berupa pohon kelapa
yang diambil tuaknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muh. Agus yang
ditemui peneliti, ia mengatakan:

Saya dalam melakukan akad.dengan pemilik pohon kelapa, saling bertukar

barang. Saya memberikan uang sebagai pembayaran, kemudian pemilik pohon

kelapa megizinkan saya, untuk /mengelola pohon, kelapanya selama satu tahun
untuk di ambil tuaknyal(nira) sebagai bahan dasarpembuatan gula merah™

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara tersebut, maka peneliti dapat
menyimpulkan bahwa akad yang di praktikkan oleh sebagian masyarakat yang ada di
Suppa Kabupaten Pinrang yang melakukan akad tukar menukar barang yang salah
satu pihak melakukan pembayaran dan pihak yang lainya memberikan izin untuk

mengelola barangnya. Akad semacam ini di dalam Islamdapat dikategorikan sebagai

*'Mardani, Hukum Prikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.52.
2\Wawancara dengan Muh. Agus, Penyewa Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 Juli 2019.
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akad mu’awadhah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Enang Hidayat
dalambukunya yang berjudul figih jual beli bahwasecara umumada lima macam akad
yang yang mengikat para pihak yang melakukan akad atau perjanjian dalam

muamalah. Lima macam akad yang dimaksud yaitu®®:

4.2.1 Akad mu’awadhah, yaitu setiap‘akad yang mencangkup serah terima atau
timbal balik yang dilakukan-oleh kedua belah pihak, misalnya jual-beli, ijarah
(sewa-menyewa), dan upah-mengupah.

4.2.2 Akad tabarru, setiap akad yang mencangkup derma (pemberian) satu pihak
tanpa ada pengganti, misalnya hibah, sadagah dan wasiat.

4.2.3 Akad irfag, setiap akad yang tujuannya memberi manfaat atau menolong tidak
ada tukar menukar, misalnya‘girad (utang), ariyah (pinjaman).

4.2.4 Akad tautsiqg, setiap akad yang menguatkan atau mengokohkan hak, misalnya
rahn (gadai), kafalah (tanggungan) dan nikah.

4.2.5 Akad amanah, akad yang dasarnya kepercayaan, misalnya wadiah (titipan).

Sewa-menyewa yang di dalam agama Islam di kenal dengan ijarah,termasuk
dalam akad mu: ‘awadhah. ljarah menurut bahasa artinya, upah atau sewa. Menurut
syara ialah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan
penerima manfaat membalas dengan balasan berupa imbalan atas barang yang
digunakan®®. Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia dan tidak
bertentangan dengan syariat dlslamy belehrdilakukan jakad ijarah, sebab akad ijarah
hanya disewakan manfaatnya tanpa berpindahnya kepemilikan barang. Hal ini
sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Marten penyewa pohon kelapa yang
ditemui peneliti mengungkapkan:

Saya melakukan sewa menyewa dengan pemilik pohon kelapa dengan hanya

mengambil tuaknya (nira) untuk membuat gula merah, tapi kelapa yang saya
sewa itu masih murni milik pemberi sewa, maka dari itu saya mesti melakukan

>*Enang Hidayat, Figih Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) h. 5.
**Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak (Bandung: CV Pustaka
Setia, 1999), h. 17.
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perawatan agar saya masih bisa memanfaatkan pohon kelapa, selama_ saya
masih sehat dan masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan sewanya™.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, akad yang
dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ada di Suppa Kabupaten Pinrang termasuk
dalam akad ijarah atau sewa-menyewa yang bertujuan untuk mengambil manfaat

suatu benda tanpa memindahkan ke ikan suatu barang. Bentuk ijarahsemacam

ini disebutijarahain,yang m waan berupa pohon kelapa dan

manfaat dari akad sew (nira) sebagai bahan dasar

3ga manusia,

1. ljara i yang berhubungan d penda  yang

tujua ambil manfaat benda emindahkan

baga dalam
mengelc iki cukup uang

untuk , isi iliki i ) tetapi tidak

memili i lola barang
milikn ikig n terjadinya
akad ij

ljarah yang dipraktikkan oleh 'sebagian masyarakat yang ada di Suppa
Kabupaten Pinrang dengan masyarakat yang berasal dari Mamasa Sulawesi Barat

*Wawancara dengan Bapak Marten, Penyewa Pohon Kelapa, Pada Tanggal 30 juli 2019.
*®Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan implementasinya pada Sektor Keuangan
Syariah, h. 131.
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yang masi termasuk dalam satu pulau. Masyarakat yang berasal dari Mamasa
memiliki keahlian dalam hal mengolah tuak (nira) kelapa menjadi gula merah,
dengan keahlian tersebut masyarakat yang dari Mamasa melakukan imigrasi ke
Suppa Kabupaten Pinrang yang merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber
daya alam berupa penghasil kelapa. Pada awalnya masyarakat yang dari mamasa
datang ke Suppa Kabupaten Pinrang hanya berjumlah dua kepala keluarga yang
mencoba melakukan akad ijarah dengan pemilik kebun kelapa. Semenjak berjalanya
waktu dan melihat potensi kelapa yang ada di Suppa Kabupaten Pinrang masih sangat
memungkinkan untuk di tempati mencari penghidupan, sehingga kondisi tersebut
mendorong mu ajir untuk memanggil saudara dan tetangganya yang sama-sama
memiliki kemampuan dalam mengelola tuak menjadi gula merah untuk datang ke
Suppa Kabupaten pinrang untuk mencari penghidupan agar taraf ekonomi keluarga
menjadi lebih baik lagi. Dengan banyaknya pohon kelapa dii Suppa Kabupaten
Pinrang| yang tidak diimbangi oleh imigrasi yang berasal dari Mamasa yang
melakukan akad sewa kelapa, sehingga hal ini membuat masih banyak pohon kelapa
yang tidak digarap oleh mu ‘ajir ditambah lagi pemilik kebun kelapa yang sibuk diluar

daerah, hal ini membuat kurangnya pengawasan dari pemilik kebun.

Dengan adanya situasi demikian menjadi salah satu faktor adanya suatu
tindakan yang kurang baik dari.mu ajir, yang dalam peraktiknya melakukan
penambahan jumlah pohon kelapa yang‘digarap tanpa meminta izin kepada pemilik
kebun dan tanpa melakukan pembayaran sewa kelapa kepada must’ajir. Hal ini
sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sugianto mantan penyewa pohon kelapa
di Suppa Kabupaten Pinrang yang ditemui peneliti, mengungkapkan:

Pohon kelapa yang kami sewa terkadang tidak produktif lagi (tidak

menghasilkan tuak) karena di sebabkan oleh faktor alam atau kurangnya

perawatan. Hal ini membuat kami kekurangan panjatan kelapa yang berdampak

berkurang produksi gula merah yang kami hasilkan setiap harinya. Sehingga
pemanjat kelapa terkadang menambahkan panjatanya dengan menggarap pohon
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kelapa yang tidak di garap sebelumnya tanpa sepengetahuan pemilik kebun
kelapa yang berada diluar daerah®’.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa, tindakan yang dilakukan
oleh mu ajir yang memanfaatkan pohon kelapa tanpa sepengetahuan pemiliknya tidak
sesuai dengan hukum ekonomi syari’ah. Hal ini dapat merugikan oleh salah satu

pihak yang melakukan akad atau janjian yaitu, must’ajir. Tindakan yang

memanfaatkan barang orang tahuan pemiliknyadisebut dengan

mencuri.

Dalam melak m agama Islam dikenal
dengan ) akadijarah
yaitu, akad ijarah
dapat b asing pihak

sehingg

uat itu berupa bentuk a kan dengan
adanya i atau biasa disebut p : tuk tulisan,
walaup anjian dalam
bentuk a lain dalam

dalam KUH

, perjanjian
secara lisan dan tulisan. Perjanjian secara lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh

para pihak dalam akad (agid) yang hanya memerlukan kesepakatan sehingga

"Wawancara dengan Sugianto, Penyewa Pohon Kelapa, Pada Tanggal 30 juli 2019.
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perjanjian telah terjadi. Sedangkan perjanjian secara tertulis merupakan perjanjian
yang dibuat oleh para pihak (aqgid) secara tertulis®®,

Bentuk perjanjian secara lisan ini masih tumbuh subur di tengah-tengah
masyarakat Indonesia terutama di desa. Seperti yang dilakukan oleh sebagian
masyarakat yang ada di Suppa Kabupaten Pinrang yang merupakan masyarakat yang
mayoritas taraf pendidikan masih kurang dan masih sangat bersifat tradisional baik
secara fikiran maupun aplikasi. Sehingga pemahaman mereka mengenai perjanjian
dalam suatu usaha masih sangat kurang, mereka masih bepegang atau bergantung
pada adat kebiasaan yang telah berlaku sejak lama ditambah lagi lawan usahanya
merupakan masyarakat yang berasal dari Mamasa yang beragama Kristen, dengan
status sebagal masyarakat minoritas di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas
beragam Islam. Sehingga hal ini cinderung mempengaruhi dalam hal melakukan
suatu tindakan yang mengikuti adat kebiasaan masyarakat setempat. Sebagaimna
yang terjadi di Suppa Kabupaten Pinrang yang yang dalam pembuatan akad
mengikuti kebiasaan masyarakat yang ditempati bekerja. Hal ini sebagaimana yang
disampaikan oleh Bapak Marten penyewa pohon kelapa yang ditemui peneliti
mengungkapkan:

Sebagail orang pendatang .sudah semestinya kita harus mampu beradaptasi

dengan segala hal di lingkungan baru kita tempati. Termasuk dalam hal
melakukan suatu akad atau perjanjian>".

Adanya kondisi demikian maka mereka menganggap bahwa hal ini sesuatu
yang biasa dan wajar karena didaerah.asalnya juga terkadang melakukan perjanjian
secara lisan dan tanpa adanya saksi yang menyaksikan, hal inilah menyebabkan
sehingga mereka berani melakukan suatu akad atau perjanjian. Apalagi melihat
bahwa masyarakat yang berada di Suppa Kabupaten Pinrang termasuk masyarakat
yang sangat ramah terhadap pendatang dan memiliki toleransi yang tinggi, walaupun

dengan orang yang memilki perbedaan agama sekalipun. Sebagaimana yang

*8\/ollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid |1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), h. 144.
*Wawancara dengan Marten, Penyewa Pohon Kelapa, Pada tanggal 30 juli 2019.
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dikatakan oleh Bapak Demma Dika salah satu penyewa pohon kelapa yang di temui

peneliti:
Perjanjian yang saya lakukan dengan pemilik pohon kelapa hanya sekedar
perjanjian lisan tidak ada perjanjian dalam bentuk tulisan, saya mengikuti adat
kebiasaan masyarakat disini. Apalagi saya melihat bahwa mayarakat disini
sangat terbuka terhadap pendatang dan menjunjung tinggi toleransi walaupun
terhadap kami yang memiliki perbedaan agama. Saya tidak paham bagaimana
kebiasaan masyarakat disini-dalam hal. melakukan suatu perjanjian. Saya di
berikan kesempatan untuk mengelola pohon kelapa selama satu tahun
percobaan, setelah masa satu tahun percobaan di jalani, selanjutnya saya

diberik6%n hak sepenuhnya untuk berhenti atau melanjutkan akad sewa pohon
kelapa™.

Dengan-adanya perbedaan kepercayaan (agama) dalam melakukan transaksi

dalam muamalah bukan berarti hal itu menjadi suatu yang di haramkan syariat, hal
ini berdasarkan kaidah yang berbunyj:

G A0 8 S0 08 & ) 4a Lyl At b s

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilaksanakan kecuali
ada dalil yang mengharamkan®".

Berdasarkan kaidah diatas dapat.dipahami bahwa segala bentuk muamalah itu
boleh dilakukan selama tidak ada_dalil yang mengharamkan termasuk dalam hal ini
bermuamalah dengan non muslim (kafir).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang bermuamalah dengan
bangsa [Tatar. Beliau menjawabiDiperbolehkan“padanya seperti diperbolehkannya
bermuamalah dengan orang kafir seperti mereka, dan diharamkan padanya apa yang
diharamkan dalam hal bermuamalah“dengan orang Kkafir seperti mereka. Sehingga
seorang Muslim diperbolehkan membeli hewan ternak dan kuda mereka serta yang
lainnya sebagaimana diperbolehkan membeli hewan ternak orang-orang Arab Badui,

Turkman dan Kurdi. Dan diperbolehkan menjual kepada mereka barang berupa

%\Wawancara dengan Demma Dika, Penyewa Pohon Kelapa, Pada tanggal 14 Juli 2019.
®'H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Figih: Kaidah-Kaidah Dalam Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis, h. 130.
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makanan, pakaian dan sejenisnya, yang biasa dijual kepada orang kafir semisal
mereka®.

Adapun pernyataan Ibu Bania selaku pemilik pohon kelapa yang ditemui
peneliti, ia mengatakan:

Pada awal perjanjian tidak ada perjanjian hitam di atas putih hanya saja pada

saat datang kerumah untuk melakukan pembayaran penyewa diberikan kwitansi
sebagai tanda bukti bahwa.telah melakukan pembayaran®.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa,
perjanjian sewa- menyewa pohon kelapa yang dilakukan antara mu’ajir dan
must ajirdizSuppaKabupaten Pinrang, diantara.kedua. belah pihak.yang berakad
terdapat perbedaan agama diantara keduanya. Mu ajir beragama Kristen sedangkan
Must ajir beragama Islam dan akad yang dilakukan berbentuk lisan, mu ajir baru
diberikan kwitansi setelah melakukan pembayaran sewa sebagal tanda bukti telah
melakukan pembayaran. Dengan tidak adanya perjanjian dalam bentuk tulisan bisa
saja sebelum satu tahun masa percobaan sewa kelapa dijalani, mu ajir telah
memberhentikan akad sewa atau must ‘ajir memberhentikan mu ‘ajir. Hal ini bisa saja
terjadi 'karena yang namanya manusia merupakan tempat salah dan khilaf
ditambahlagi tidak adanya bukti fisik-berupa perjanjian hitam diatas putih (tertulis)
yang dimiliki keduanya. Permasalahan kemudian dengan tidak adanya saksi yang
menyaksikan Secara langsung akad sewa-menyewa yang dilakukan, sehingga apabila
suatu saat nanti terjadi_perselisihannaka tidak, ada, yang mengigatkan, apalagi
manusia tempatnya_lupa _dan salah. “Sebagaimana: yang. diungkapkan oleh Bapak
Pampang Lebok penyewa pohon kelapa yang ditemui peneliti mengatakan:

Dalam melakukan akad sewa-menyewa, saya mendatangi pemilik pohon kelapa

dirumahnya seorang diri dan langsung bertemu pemilk pohon kelapa. Saya
kemudian memberitahukan maksud saya kesana untuk menyewa pohon kelapa

82Ustadz Kholid Syamhudi, Bermuamalah dengan Orang Kafir, Disalin dari Majalah As-
Sunnah Ed. 09 Th. XX_1438H/2017M e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com. (akses pada
17 juli 2019)

®3%Wawancara dengan Bania, Pemilik Pohon Kelapa, Pada tanggal 14 Juli 2019.
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miliknya, setelah mengetahui maksud saya maka terjadilah akad antara saya
dan pemilik pohon kelapa tampa ada orang lain yang menyaksikan®.

Segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan atau ‘urf didalam masyarakat
akan ditetapkan sebagai suatu hukum, manakala adat atau kebiasaan tersebut tidak
bertentangan dengan hukum-hukum yang lebih kuat yaitu, konstitusi negara dan

syariat Islam. Sebagaimana dalam kaidz

&l

Artinya:

. J
N-O03NAT 0O

h termasuk sewa-meny ; an tuntunan

bagi pe etiap akad atau perjanjian i g memakan

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menullskannya dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar®®.

®*Wawncara dengan Pampang Lebok, Penyewa Pohon Kelapa, Pada tanggal 30 Juli 2019.
H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Ffigih, h. 78.
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Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, akad yang
dilakukan di Suppa Kabupaten Pinrang termasuk akad 7jarah, yang menjadi objek
akad antara mu 'ajir dan must ajir berupa pohon kelapa yang diambil tuaknya sebagai
bahan dasar untuk pembuatan gula merah.Akad tersebut dilakukan dengan non
muslim (kafir) dan dilakukan dalam bentuk lisan dan tanpa adanya saksi yang
menyaksikan. Walaupun dilakukan_secara lisan tanpa ada saksi yang menyaksikan
secara langsung dan dengan.adanya perbedaan agama antara pihak yang melakukan
akad. Akad ijarah yang dilakukan tetap sah menurut -hukum undang-undang dan
syariat. Akan tetapi dengan perjanjian seacara lisan yang dilakukan tanpa ada bukti
secara tertulis dan saksi. Hal ini dapat .membuka peluang yang besar terjadinya
keraguan dan kemudian akan mengundang perselisihan diantara meraka. Meskipun
mereka satu sama lain saling mempercayal namun bukan tidak mungkin mereka jauh
dari perselisihan. Sebagai manusia biasa yang identik dengan kesalahan dan
kekeliruan, maka hendaknya perjanjian yang dilakukan itu dalam bentuk tulisan. Hal
ini dimaksudkan agar diantara mereka tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat
memicu terjadinya perselisinan di kemudian hari. Kemudian akad Zjarah yang
dilakukan berbentuk 7jarahain yang melakukan akan sewa-menyewa pohon kelapa
untuk diambil tuaknya sebagai “bahan dasar pembuatan gula merah tanpa

berpindahnya kepemilikan pohon kelapa.

Berdasarkan bentuk praktik sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang, fakta
yang di dapat peneliti di lapangan' yaitu:

3.6.1.1 Melakukan akad atau perjanjian dengan non muslim (Kristen)
3.6.1.2 Perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi

3.6.1.3 Mengambil manfaat pohon kelapa tanpa sepengetahuan pemilik kelapa

®®Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan dengan Transliterasi
Arab- Latin Juz 1-Juz 30, h. 77.
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Dari ke tiga fakta di lapangan yang di dapatkan peneliti, kemudian fakta-fakta
tersebut akan dianalisis menggunakan prinsip dasar yang terdapat pada hukum
ekonomi syari’ah yang memiliki tujuan utama mencapai kebahagiaan dunia dan
akhirat. Adapun prinsip dasar yang terdapat dalam hukum ekonomi syari’ah yaitu

sebagai berikut®’:

1. Kebebasan individu
2. Hak terhadap harta
3. Jaminan sosial

4. Larangan menu

prinsip dasar

yang te ekonomi syari’ah diata: enganalisis
fakta te prinsip dasar hukum \dapun hasil
analisis > yai I berikut:

1. Perjg gan non muslim

ten Pinrang
Kristen dan
melakukan
janjian yang
pada hal-hal
suatu wujud
oleran dengan
pengikut agama lain diluar dari Islam yang dalam praktiknya tidak melarang
pengikutnya melakukan akad muamalah dengan non muslim. Allah SWT
berfirman dalam Q.S. Al Mumtahanah/60:8:

®"H. Buchari dan Donni Juni Priansa, Managemen Bisnis Syariah, h. 81-84.
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2 E
-
P

PR A AR R I S GRS A TS SIS IR S P A
VRgoabloe i skt §ondd 1A 852 20008 20l h0 9551 e

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu
orang yang tiada memer
dari negerimu. Sesu

a dan tidak (pula) mengusir kamu
ang-orang yang berlaku adil®.

SWT. ai ereka dalam

2. Perja : pa adanya saksi
ja anpa adanya saksi yan mu’ajir dan
ten Pinrang merupakan asaan dalam
menurut hukum positi kum Islam.
hal i an akan perselisihan walau percaya dari

melakukan a i ahwa kedua
mampu mengiga janji yang

anusia seirin anpuan Kkerja

‘ajir dalam
pohon kelapa, yaitu
dengan menggarap pohon kelapa sebagai pengganti pohon kelapa yang disewa

yang tidak produktif (tidak menghasilkan tuak). Perilaku mu ajir seperti ini

**Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan dengan Transliterasi
Arab- Latin Juz 1-Juz 30, h. 1041.
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disebut mencuri. Dengan adanya perilaku demikian maka akan menyebabkan

lawan usahanya menjadi rugi. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 34:

£ __ .4.4., .7 //' ~ w _ > E e P - . }}’/// /GE g .~ =~
ozl sdm 7 U NTota 50 8 U5 e DT edl,

-orang alim
jalan yang
A N, alz anusia) dari ala Dan orang-

! i nya di jalan
ereka akan

ayat diatas makaperi i dalam hal

memak alan batil, karena me lapa tanpa

juga me lakukan itu

berbagai hal
dalam memenuhi kebutuhan hidup akan suatu barang dan jasa, termasuk dalam hal
melakukan akad ijarah atau sewa-menyewa. Menurut Ahmad sarwat dalam bukunya

yang berjudul fiqih muamalat Zjarah adalah transaksi yang memperjual-belikan

®*Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan dengan Transliterasi
Arab- Latin Juz 1-Juz 30, h. 334-335.
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manfaat suatu benda, sedangkan kepemilikan pokok benda itu tetap pada
pemiliknya™. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ijarah hanya memperjual
belikan manfaat suatu benda, artinya tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek
ijarah, tetapi hanya terjadi pemindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan
barang kepada penyewa. Apabila benda yang manfaatnya tidak diketahui atau
bertentangan dengan hukum syara maka akad ijarah yang dilakukan dianggap fasid
(batal).

Manusia sebagai mahluk sosial takkan bisa hidup tanpa adanya intraksi dengan
manusia lainya. Salah satu bentuk intraksi yang 'sering terjadi di tengah-tengah
masyarakat yaitu, melakukan suatu akad atau perjanjian sebagai upaya untuk
mempertahankan keberlangsungan-hidup dan keluarganya. Akad atau perjanjian di
dalam muamalah sangat beragam bentuknya mulai dari jual beli, sewa-menyewa,
gadai, utang piutang dan masih banyak lagi yang dilakukan manusia untuk menjaga
eksistensinya di bumi. Dalam melakukan suatu akad atau perjanjian tentu ada rukun
dan syarat yang mesti di penuhi, agar kegiatan muamalah yang dilakukan dapat

berjalan dengan aman, nyaman dan damai serta mendapat ridho Allah swi.

Agar akad ijarah dapat berjalan dengan aman, nyaman, damai dan saling
menguntungkan kedua belah pihak, maka Islam memberikan tuntunan dalam
mengaplikasikan akad ijarah ‘dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam rukun
dan syarat. Adapun rukan Sewa=menyewa ‘kelapa fdi Suppa Kabupaten Pinrang,
sebagaimana yang divsampaikanroleh BapaksPampangrlebok salah satu penyewa
pohon kelapa yang ditemui penulis ia mengatakan:

Dalam melakukan akad sewa-menyewa Saya mendatangi rumah pemberi sewa,
dan menjelaskan tentang bagaimana cara pengelolaan pohon kelapa hingga
menjadi gula merah dan jumlah pohon yang ingin saya sewa sebanyak 35

pohon. Setelah calon pemberi sewa memahami sistematika pengelolaan pohon
kelapa maka terjadilah kesepakatan (ijab gabul) dengan pemberi sewa sekaligus

®Ahmad Sarwat, Figih Muamalat (Jakarta: Kampus Syariah, 2009) h. 38.
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membayar jumlah pohon kelapa yang ingin saya sewa sebesar Rp 10.000 per
bulan harga sewa satu pohon kelapa selama satu tahun*.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan
adanya kedua belah pihak yang berakad, adanya imbalan berupa pembayaran sewa,
objek yang bermanfaat berupa pohon kelapa yang diambil tuaknya sebagai bahan

dasar pembuatan gula merah, dan kesepakatan kedua belah pihak (ijab dan gabul).

akad ijarah yang terjadi di Sup Pinrang sudah sesuai dengan rukun
ijarah. Hal ini berdasa A dan jumhur ulama. Menurut

pihak yang

at rukun ijarah menur r ula Hanafiyah

di didalam bukunya yang berjudul figih m .
1. Dua i st'ajir) yaitu ora akukan akad
g yewakan, da t 'ajir adalah

menyewa sesuatu. ng mu ajir dan mus

jib dilakunAilR:E PA R E

"Wawancara dengan Pampang Lebok, Penyewa Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 Juli 2019.
2Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiuddin Shidig, Figh Muamalat, h. 278.
"®Hendi Suhendi, Fighi Muamalah, h. 117.

"3aleh al Fauzan, Figih sehari-hari (Jakarta: Gema Insani, 2005) h. 485.
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. Mu’ajir ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena
perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika
menyewanya.

. ljarah adalah akad yang wajib dipatuhi oleh kedua pihak (mu ajirdan must ajir),
karena ijarah merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya sama

dengan hukum jual beli, jadi sal ihak tidak boleh membatalkan akad tanpa

persetujuan pihak lain, ada waktu akad dilaksanakan
mu ajir tidak meng
. Must’ajir wajib kan benda yang u’ajir dan memberikan
‘ajir - untuk
am sebagian
penyewaan
mendapatkan bayaran s

melakukan akad Jjar ikets lahnya oleh

dalah sesuatu yang dap
gabul antaramu ‘ajirdan must ajir yaitu pernyataan erima antara
pemberi se menetapkan
g terdapat did
ah mencapai
diucapkan,
ya. Dengan

melakukan

tindakan hukum.

. ljab dan gabul harus tertuju pada satu objek yang merupakan objek akad

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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c. ljab dan gabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis apabila kedua
pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab

oleh pihak yang tidak hadir".

Setelah rukun sewa-menyewa kelapa menurut Hanafiyah dan jumhur ulama
diatas sudah sesuai dengan rukun ijarah, bukan berarti menjadi suatu hal yang
dibolehkan hukum syara, sebab untuk mengetahui akad yang dilakukan itu
dibolehkan atau tidak hukum syara, mesti juga harus memperhatikan syarat-syarat
yang terdapat di dalam akad. Adapun syarat yang di sepakati oleh mu ajir dan
must ajir akad ijarah pohon kelapa di Suppa Kabupten Pinrang, sebagaimana yang
dikatakan Ibu Bania salah satu pemilk pohon kelapa yang ditemui peneliti:

Syarat yang saya sepakati dengan penyewa pohon kelapa yaitu, penyewa
terlebih dahulu di berikan kesempatan untuk memilih sistem sewa yang ingin
dilakukan dengan sistem perbulan atau pertahun. Setelah disepakati perihal
lama sewa pohon kelapa, kemudian penyewa di berikan izin untuk melakukan
pembersihan kelapa sebagai langka awal untuk melakukan proses pengerjaan
pohon kelapa. setelah pembersihan selesai dan penyewa telah melakukan
pemasangan jeriken (tempat penampungan tuak) maka kami melakukan
penghitungan pohon kelapa yang di kerja, setelah mengetahui jumlah pasti
pohon kelapa, maka dilanjutkan dengan pembayaran harga sewa .

Senada dengan apa yang dikatakan“oleh Ibu Bania selaku pemilik pohon
kelapa. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu penyewa yang bernama Muh.

Agus. la menuturkan:

Syarat yang saya sepakati dengan pemilik jpohon; kelapa yaitu, terlebih dahulu
pohon kelapa tersebut‘dibuat pola menyerupar anak tangga yang berfungsi agar
lebih mudah dalam memanjat pohon kelapa, setelah pembuatan tangga selesai
maka di lanjutkan pengikatan bakal bunga kelapa, kemudian dilakukan
pemasangan jeriken yang berfungsi sebagal tempat menampung tuak (nira).
Setelah semua syarat itu saya penuhi, kemudian di lakukan penghitungan
jumlah pohon kelapa untuk dilakukan administrasi (pembayaran) sebesar Rp
10.000 per pohon kelapa”.

"®Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: Ull Pres, 2000), h. 66-67.
"®Wawancara dengan Bania, Pemilik Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 Juli 2019.
""Wawancara dengan Muh. Agus Penyewa Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 juli 2019.



53

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, syarat yang
disepakati oleh kedua belah pihak (mu ajirdanmust’ajir) akad sewa kelapa di Suppa
Kabupaten Pinrang yaitu, mu ajir di berikan kebebasan untuk memilih sistem sewa
pohon kelapa yang ingin di terapkan apakah perbulan atau pertahun. Maksud dari
kedua sistem tersebut, apabila dengan sistem perbulan maka pembayaran di lakukan
setiap sebulan sekali, begitupun dengan-sistem pertahun dilakukan pembayaran
setahun sekali sesuai dengan harga yang menjadi. kesepatan pada saat melakukan
akad atau perjanjian. Kemudian pembayaran sewanya di lakukan belakangan yang
artinya, penyewa diberikan izin terlebih dahulu untuk melakukan persiapan-persiapan
proses pengerjaan pohon kelapa sampai kepada terpasangnya jeriken (alat penampung
tuak) di pohon kelapa sebagai tanda siapnya melakukan proses pengumpulan tuak.
Apabila jeriken telah terpasang maka di lanjutkann dengan penghitungan pohon

kelapa dan pembayaran harga sewa untuk satu bulan atau setahun kedepan.

Sewa menyewa sangat dibutuhkan manusia dengan alasan tersebut maka syariat
Islam membenarkan adanya praktik sewa-menyewa. Manusia terkadang mampu
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian suatu barang,
karena dipengaruhi dengan 'kemampuan daya beli seseorang. Dengan kemampuan
daya beli yang kurang maka bisa‘memenuhi kebutuhan dengan melakukan akad
sewa-menyewa, dan salah satu sewa menyewa yang biasa dilakukan oleh masyarakat
yang berada di Suppa Kabupaten Pinrang yaitu, sewa-menyewa pohon kelapa untuk

diambil tuaknya sebagai bahandasar pembuatan gula'merah.

Dalam melaksanakan suatu akad atau perjanjian tidak selamanya berjalan
dengan lancar karena terkadang ada ketidak sesuaian antara kesepakatan awal dengan
perjalan yang terjadi selama melakukan suatu akad atau perjanjian. Sebagaimana
yang terjadi terhadap akad sewa-menyewa pohon kelapa di Suppa Kabupaten
Pinrang. Salah satu penyewa pohon kelapa yang bernama Bapak Sugianto yang

ditemui peneliti mengatakan:
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Pada awal melakukan akad atau perjanjian dengan pemilik pohon kelapa, harga
sewa kelapa perpohonya Rp7.500, tapi setelah harga pasaran gula naik
perkilonya di hargai Rpl10.000 - Rp12.000 yang dulunya hanya klsaran
Rp8.000, maka harga sewa kelapa juga ikut di naikkan Rp10.000 perpohonya’®.

Apa yang sampaikan oleh Bapak Sugianto dibenarkan oleh Ibu Samsia selaku
orang yang diberikan kepercayaan oleh pemilik kebun kelapa untuk mengelola
kebunya yang ditemui peneliti, menuturkan:

Pada awal masuknya pekerja gula, harga sewa pohon kelapa masih kisaran Rp

7.000 tapi pada saat melihat harga di pasar gula merah sudah mencapai diatas

Rp 10.000 hingga bisa sampai seharga Rp 12.000. Kami sepakat untuk

menaikkan harga sewa kelapa dengan menyampaikan kepada penyewa pada

saat melakukan pembayaran setelah masa sewa pertama berakhir. Sebagai suatu
syarat apabila ingin melanjutkan sewa pohon kelapa”.

Dengan adanya perubahan harga sewa kelapa pada saat harga gula di pasar
naik. Bapak Demma Dika penyewa pohan kelapa yang ditemui peneliti mengatakan:

Dengan adanya kenaikan harga sewa kelapa pada saat kami melakukan

pembayaran sewa, merupakan hal yang wajar karena di dukung dengan naiknya

harga gula merah di pasaran. Akan tetapi apabila harga gula merah kembali
turun di pasaran tidak di barengi dengan turunya harga sewa kelapa™.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, akad sewa
kelapa di Suppa Kabupaten Pinrangyang dilakukan antara mu ajirdan mu.st 'ajiryaitu,
terjadi perubahan harga sewa pohon kelapa setiap harga pasaran gula merah naik,
tetapi pada saat harga gula di pasaran turun tidak diikuti dengan turunya harga sewa
kelapa. Dengan kejadian tersebut dapat menyebabkan adanya kerugian dari salah satu
pihak yaitu mu ajirdi karenakan biaya-eperasional yangstinggi dan tenaga yang ekstra
tidak di dukung dengan harga jual gula merah di pasaran. Hal ini dapat di kategorikan
sebagai suatu tindakan menzolimi lawan bisnis dan bertentangan dengan teori hukum
ekonomi syari’ah yang menghendaki adanya saling menguntungkan terhadap pihak-

pihak yang melakukan suatu akad atau perjanjian.

"®Wawancara dengan Sugianto, penyewa Pohon Kelapa pada tanggal 30 Juli 2019.

"Wawancara dengan Samsia,Orang Kepercayaan Pemilik Kebun Kelapa, Pada Tanggal 16 Juli
2019.

8\Wawancara dengan Demma Dika, Penyewa Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 Juli 2019.
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Selain dengan adanya perbedaan harga sewa yang mengikuti harga pasarana
gula merah masalah yang di dapatkan mu ajir juga tentang persoalan adanya pohon
kelapa yang tidak produktif lagi atau tidak menghasilkan tuak tapi tetap di bayarkan
sewanya ditambah lagi mu’ajir di berikan tanggung jawab melakukan perawatan
pohon kelapa yang sedang di sewa. Hal ini dapat membuat mu’ajir melakukan
pengeluaran lebih untuk perawatan.pohon.kelapa. Sebagiamana yang disampaikan
oleh Ibu Samsia selaku orang yang diberikan kepercayaan (tangan kanan) untuk
mengelola pohon kelapa yang ditemui penelitr mengatakan:

Saya diberikan amanah kepada pemilik pohon kelapa untuk menyampaikan
kepada calon penyewa pohon kelapa yang datang kerumah, dengan beberapa
syarat yang harus di sanggupi apabila ingin menyewa pohon kelapa, syaratnya
yaitu, kelapa yang telah disewa agar senantiasa di rawat dengan baik untuk
menjaga kesuburan pohon kelapa dan selama masa sewa pohon kelapa berjalan
apabila ada pohon kelapa yang-tidak produktf (tidak menghasilkan tuak) maka
penyewa tetap wajib membayar sewa sampai waktu sewa berakhir, dan apabila
waktu sewa berakhir dan masih ingin melansjlutkan maka penyewa bisa
mengganti pohon kelapa yang tidak produktif tadi®.

Dari hasil wawancara dan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan
bahwa, syarat yang di tetapkan must ajir dapat memberatkan mu ajir, karena harus
mengeluarkan biaya dan tenaga yang lebih dalam perawatan pohon kelapa misalnya
pemberian pupuk, apalagi ditambah dengan harus membayar pohon kelapa walaupun
tidak produktif (tidak menghasilakan tuak). Dengan adanya kondisi demikian sangat
munkin/ dapat membuat mu ' ajir mengalami kerugian, karena apabila pohon kelapa
tidak produktif lagi maka.orientasi dari .akad.atau. perjanjian yang di lakukan tidak
dapat di capal yaitu berupa ttiak Kelapayangakan diolah menjadi gula merah.

Apabila objek sewa rusak sebelum terjadi penyerahan maka akad ijarah batal.
Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka harus dipertimbangkan
faktor penyebab kerusakan tersebut. Kalau kerusakan tersebut tidak disebabkan
karena kelalaian atau kecerobohan mu ajir dalam memanfaatkan barang sewaan,

maka mu’ajir berhak membatalkan sewa dan menuntut ganti rugi atas tidak

8\Wawancara dengan Ibu Samsia, Tangan Kanan Pemilik Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 Juli
2019.
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terpenuhinya haknya memanfaatkan barang secara optimal. Sebaliknya jika
kerusakan tersebut disebabkan kesalahan atau kecerobohan mu ajir, maka must ajir
(pemilik) tidak berhak membatalkan akad sewa, tetapi ia berhak menuntut perbaikan
atas kerusakan barangnya®. Perkara yang menghalangi untuk mengembalikan barang
ma’qud alaih (barang) yang cacat tidak boleh dikembalikan dan akad menjadi lazim

dengan adanya sebab-sebab sebagai berikut:

a. Ridha setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya
petunjuk, seperti .menggunakan barangnya yang menunjukkan atas keridhaan
barang yang cacat.

b. Menggugurkan khiyar, baik secara jelas seperti berkata “saya gugurkan khiyar”
atau [adanya petunjuk seperti~“membebaskan adanya cacat pada sma 'qudalaih
(barang).

c. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.

d. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan
berasal dari aslinya atau tambahan terpisah dari barang, tetapi bersal dari aslinya,

sepefti munculnya buah atau lahirnya anak®.

Akad atau perjanjian dapat berakhir dengan adanya fasakh kedua belah pihak.
Fasakh iadalah pihak yang berakad sepakat untuk membatalkan akad atau perjanjian
yang dilakukan, atau dengan infisakh, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab
darurat. Fasak terkadangwajib dilakukan'daniadakalanya jaiz (baleh). Fasakh wajib
dilakukan dalam rangka menghormati. ketentuan=ketentuan syari’ah, misalnya fasakh
terhadap kontrak yang fasid. Dalam hal ini fasakh dilakukan guna menghilangkan
penyebab kefasidan, menghormati * ketentuan-ketentua syari’ah, melindungi
kepentingan (maslahah) umum maupun khusus, menghilangkan dharar (bahaya atau

kerugian) dan menghilangkan perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat

8Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2002)h. 188-189.
8RachmatSyafe’i, Figih Muamalah, h. 119.
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yang ditetapkan syari’ah. Sedangkan fasakh yang jaiz adalah fasakh yang dilakuakan
atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak. Fasakh itu terjadi karena adanya

hal-hal sebagai berikut®*:

1. Akad yang tidak lazim (jaiz), yang dimaksud dengan jaiz adalah akad yang
ntuk membatalkan akad walaupun tanpa

memungkinkan oleh pihak-pihak
persetujuan pihak akad yang lai dak merugikan pihak yang lain. Tetapi
jika pembatalan ini mer

boleh difasakh.

anggar kesepakatan maka tidak

) gabul atau

dhaan kedua

i karena salah satu piha
tau sjarah yang telah di : ata pembeli
rang yang di belinya

asing pihak menarik kemba

must 'ajir mengambil.ba nya®

(cacat ridha), @’ akh ji tidak ridha
vada objel aka pi i itu memiliki

pa ketentuan

mengambil

objek ijarah
yang di fasakh yaitu®®:

#3ahroni oni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya
dalam Ekonomi Syariah, h. 186-189.

®Enang Hidayat, Figih Jual Beli, h. 43.

8suhrawardi K. Lubis dan Frid Wadji, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2014), h. 162.
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a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak
maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan atau
pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya.

b. Apabila yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang
berwujud tanah maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam
keadaan tidak ada tanaman penyewa diatasnya.

c. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak
maka penyewa wajib mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam
keadaan kosong.: Maksudnya tidak ada harga penyewa didalamnya, misalnya

dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.

Sebagaimana yang disampatkan sebelumnya bahwa, salah satu Syarat dalam
pelaksanaan akad sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang adalah dengan
dilakukanya pembersihan pohon kelapa. Pembersihan ini bertujuan agar mu ajir
dalam melakukan aktifitasnya berupa pemanjatan kelapa untuk pengambil tuak tidak
terhalangi oleh banyaknya pelepah, buah dan bunga kelapa. Dengan pembersihan ini
berarti bayak buah kelapa tua dan muda yang di turunkan oleh mu ajir. Dengan
melimpahnya buah kelapa| hasil-dari pembersihan tersebut, maka mu ajir ikut
memanfaatkan buah, pelapah, daun, dan bunga kelapa dari pohon kelapa yang

disewanya.

Buah kelapa yang mudaiterkadang disbelahmantak®*diminum airnya dan yang tua
dimanfaatkan dengan caradibelahruntuk diambilsantanyauntuk-keperluan dapur, dan
pelapa, daun dan bunga kelapa yang kering di manfaatkan sebagai pengganti kayu
bakar untuk memasak gula merah. Dengan adanya pemanfaatan tersebut dari mu ‘ajir,
maka menjadi suatu hal yang tidak sesuai dengan akad atau perjanjian yang di
buatnya dengan pemilik pohon, yang mana pada saat akad atau perjanjian sewa-
menyewa berlangsung mu’ajir dan must ajirsepakat bahwa manfaat yang diambil

mu’ajir dari hasil penyewaan pohon kelapa adalah tuak (nira) untuk diolah menjadi
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gula merah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Muh. Agus penyewa pohon
kelapa yang ditemui peneliti:
Kami dalam melakukan akad atau perjanjian sewa kelapa, pada saat awal
memulai pengerjaan sangat mudah dalam hal mendapatkan kelapa muda
maupun tua. Serta sangat mudah dalam hal pencarian kayu bakar, karena masih
melimpah hasil pembersihan kelapa yang kami lakukan, berbeda dengan

kondisi sekarang kita mesti membeli kayu atau sabuk kelapa sebagai bahan
bakar dalam proses pematangan gula merah®’

Terkait persoalan diatas must ‘ajir telah merelakan dan mengiklaskanya, karena
perilaku yang dilakukan mu ajir tersebut sudah merupakan sebuah tradisi atau
kebiasaan bagi masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang yang melakukan akad sewa-
menyewa pohon kelapa dan must ‘ajir pun sudah memahami perilaku yang dilakukan
mu’ajir tersebut. Sebagimana yang dikatakan oleh Ibu Bania pemilik pohon kelapa
yang ditemui peneliti:

Sudah menjadi suatu hal yang lumrah di dalam akad sewa-menyewa pohon

kelapa yang terjadi didaerah sini. Apabila penyewa dalam melakukan

pembersihan pohon kelapa ikut memanfaatkan hasil dari pembersihan itu

berupa buah, daun, dan pelapahnya. Sebab apabila tidak di manfaatkan akan
tetap tinggal di bawah pohon kelapa dan nantinya akan menjadi mubazir®.

Dari peristiwva yang ada-di akad sewa-menyewa pohon kelapa di Suppa
Kabupaten Pinrang tersebut jelas bahwa kebiasaan mengambil manfaat selain dari
apa yang di sebutkan di dalam suatu akad atau perjanjian yang disepakati tidak sesuai
dengan ‘@jaran Islam, karena mu ajir tidak menepati janji yang dibuatnya dengan
must ajir. Hal ini sebagalmana.yang di‘jelaskan dirdalam Q.S Al-Maidah/5:1 sebagai
berikut:
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8"\Wawancara dengan Muh. Agus, Penyewa Pohon Kelapa, pada tanggal 9 Agustus 2019.
¥\Wawancara dengan Bania, Pemilik Pohon Kelapa, pada tanggal 9 Agustus 2019.
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Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu, dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesueggguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya™.

Berdasarkan kasus diatas pen dapat menyimpulkan bahwa akad sewa

kelapa di Suppa Kabupaten Pir gan ajaran Islam, karena adanya

B

perilaku dari mu ajirya i akac anjian yang telah di sepakati

dengan must ajir ber, 1 dan bunga kelapa dalam

menjala : njadi i objek akad

rdiri dari empat macam i t dalam jual

eli, ya terjadinya akad), syar pelaksanaan
beli (terjadinya akad) lak

lazim®:

id, z

diisyaratkan

, dan tempat

erjadinya akad) berkaitan denga

rut ulama berakal dan

inimal 7 ta Akan tetapi
jika

bila

pandang sah

ah dan jual
beli,
mumayyiz adalah sah, tetapi berga

, akad anak
g atas keridaan walinya.Ulama Hanabilah
dan Syafiiyah orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baliq dan berakal,

sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

¥Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan dengan Transliterasi
Arab- Latin Juz 1-Juz 30, h. 182.
90RachmatSyafe’i, Figih Muamalah, h. 125-130.
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2. Syarat pelaksanaan (an-nafadz)
Agar ijarahterlaksana, barang harus dimiliki oleh agidainia memiliki kekuasaan
penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian ijarah al-fudhul (ijarah yang
dilakukan oleh orang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh
pemiliknya), tidak boleh terjadi akad ijarah.

3. Syarat sah ijarah

Keabsahan ijarahsangat orang yang terlibat dalam akad)

" Satdl
&

Terjem
akan harta
agaan yang
anlah  kamu

padamu®.

b. Ma’qud ‘alayh(barang) bermanfaat
Adanya kejelasan pada ma’qud ‘alayh (barang) dapat menghilangkan

pertentangan pada aqid. Diantara cara untuk mengetahui ma’qud ‘alayh (barang)

'Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan dengan Transliterasi
Arab- Latin Juz 1-Juz 30, h. 140.
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adalah dengan menjelaskan manfaatnya dan pembatasan waktu pada objek akad.

Manfaat dan pembatasan waktu yang di maksud yaitu:

1. Penjelasan manfaat, Penjelasan manfaat suatu objek akad dilakukan agar benda
yang disewakan benar-benar jelas.

2. Ma’qud ‘alayh (barang) harus dapat memenuhi secara syara, dipandang tidak sah

menyewa hewan untuk berbicar anaknya dan menyewa perempuan haid

3. Kemanfaatan bend ang harus digunakan untuk

ad, sedangkan Syafi’i 2 sebab bila

apat menyebabkan ke yang wajib

5. jé jeni n, penjelasan ini dila keterbukaan
ukan pekerja

antung pada

sai. Hal ini
tidak dapat

5. Syarat yang kembali kepada rukun akad
Akad disyariatkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam
akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan
syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian

diberikan kepada mu ajir.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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. Syarat kelaziman

Syarat kelaziman dalam ijarah ada dua jenis, yaitu:

. Barang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan
fungsinya. Apabila sudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya
tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka mu 'ajir berhak memilih untuk
melanjutkan atau menghentikan.akad.sewa. Bila suatu ketika barang yang
disewakan mengalami kerusakan maka akad isjarafifasakh atau rusak dan tidak
mengikat kedua belah pihak.

. Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad ijarah, udzur ini dapat
terjadi'pada orang atau pihak yang. berakad atau pada objek akad ijarah®. Udzur
itu sendiri dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:

. Udzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan
sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.

. Udzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk
membayar utang, dan tidak ada jlan lain kecuali menjualnya.

. Udzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi
menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah®.

Berdasarkan syarat-syarat terjadinya akad dan pelaksanaan akad ijarah yang

dijelaskan diatas, menjadi suatu hal yang tidak kala pentingnya untuk diketahui

tentang /status kepemilikan suatu objek akad yang yang dilakukan oleh agid (pihak

yang berakad). Apabila "agid belum “memenuhi ‘persyaratan yang di jelaskan diatas

maka ia belum mampu melakukan tindakan hukum termasuk melakukan akad sewa-

menyewa pohon kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang. Sebagaimana yang dikatakan

oleh Ibu Samsia ditemui peneliti mengatakan:

Pemilik kebun kelapa yang disewakan kelapanya sebenarnya bukan milik saya,
pemiliknya berada di Jakarta bekerja dan berdomisili di sana. Akan tetapi

°2Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),

h. 110.

%RachmatSyafe’i, Figih Muamalah, h. 130.
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apabila ada seseorang yang ingin menyewa pohon kelapa, mereka langsung
mendatangi saya, sebagai seseorang Yyang diberikan kepercayaan dalam
mengelolah kebun kelapa miliknya®*.

Dengan adanya perwakilan oleh must’ajir (pemberi sewa) menurut ulama
Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Syafiiyah diatas, maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa, akad rjarahyang.dilakukan oleh Ibu Samsia sah, sebab telah

baliq sehingga dapat melakukan ti um dan telah mendapatkan izin dari

pemilik kebun kelapa.

mu’ajir dan must ajir di

la merah di

dalam akad

5. Mu’z i i j pakati

fakta-fakta
bada hukum
dunia dan
akhirat, insip ‘dasar ya 4t datam Hkum ek ari’ah yaitu

sebagai

6. Kebebasan individu
7. Hak terhadap harta

8. Jaminan sosial

*Wawncara dengan Ibu Samsia, Tangan Kanan Pemilik Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 juli
2019.
%*H. Buchari dan Donni Juni Priansa, Managemen Bisnis Syariah, h. 81-84.
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9. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan
10. Kesejahtraan individu dan masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang di dapatkan peneliti dan prinsip dasar
yang terdapat dalam hukum ekonomi syari’ah diatas, kemudian penulis menganalisis
fakta tersebut menggunakan prinsip dasar hukum ekonomi syari’ah. Adapun hasil
analisis penulis yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran harga sewa dibelakang

Sistem pembayaran harga sewa yang di lakukan belakang merupakan
kesepakatan pihak yang melakukan akad atau perjanjian, selama kesepakatan itu
dilakukan secara sukarela tidak ada paksaan dari pihak lain dan tidak bertentang
dengan hukum syara maka hal di perbolehkan. Apalagi dengan sistem pembayaran
di belakang menjadikan objek akad menjadi jelas, sehingga ijarah yang di lakukan
jauh | dari unsur ketidak jelasan (garar). Sistem pembeyaran di belakang
merupakan salah satu kebebasan individu dalam bertidak. Dengan di berikanya
kebebasan kepada pihak-pihak yang melakukan suatu akad atau perjanjian, maka
di harapkan akan timbul suatu akad-akad atau perjanjian yang baru di tengah
masyarakat, sehingga kebutuhan manusia juga akan dapat terpenuhi dengan
mudah. Islam megakui adanya hak milik pribadi, akan tetapi dengan kepemilikan
tersebut di gunakan untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia sehingga
akan terwujud masyarakathyang; Kuat /dansejahtratbukan hanya bagi pribadi tapi

juga masyarakat:

2. Perbedaan harga sewa kelapa yang mengikuti harga jual gula di pasar

Dengan adanya perbedaan harga sewa kelapa yang mengikuti harga sewa di
pasar merupakan suatu hal yang boleh, karena hal ini di lakukan pada saat
berakhirnya akad sewa dan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi
terkait tentang harga jual gula di pasar tidak bisa di ketahui secara pasti kapan naik
dan turunya, hal itu murni dari hukum permintaan yang terjadi di pasar. Maka

dengan adanya situasi demikian mu’ajir dan must’ajir Semestinya mampu
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mematenkan harga sewa kelapa dengan mengambil jalan tegah, sehingga tidak
begitu berpengaruh terhadap hukum permintaan pasar dan kedua belah pihak bisa
sama-sama diutungkan sehingga akan tercipta keadilan dalam menjalankan usaha.
Keadilan dalam usaha akan mampu mewujudkan keamanan dan kenyamanan
sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak yang berusaha.
3. Pohon kelapa yang tidak produktiftetapdi bayarkan sewanya

Akad sewa-menyewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang yang dalam
pelaksanaanya apabila terdapat pohon kelapa yang.tidak produktif atau tidak
menghasilkan tuak masi tetap di bayarkan sewanya oleh mu ajir, hal ini terjadi
karena adanya konsensus (kesepakatan) dari pihak-pihak yang melakukan akad
atau perjanjian. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan pasti masing-masing
memilki resiko yang sulit dihindari oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad,
sehingga hal ini ‘/mesti diterima sebebab telah menjadi suatu ketentuan didalam
akad atau perjanjian tentang jumlah objek akad berupa pohon kelapa yang di
bayarkan. Dengan adanya kehendak bebas individu dalam menentukan perjanjian
yang dilakukan maka must’ajir memberikan kesempatan kepada miu ‘ajir untuk
mengganti pohon Kkelapa yang tidak produktif lagi pada saat masa sewa berakhir
dan mu ajir ingin melanjutkan sewanya. Hal ini dimaksudkan agar objek akad
mampu memberikan manfaat kepada mu 'ajir sesuai dengan tujuan akad itu
sendiri.

4. Kewajiban mu ajir mérawat objekiakad

Adanya pernyataan dari penyewa tentang syarat yang di tetapkan berupa
perawatan kelapa di bebankan kepada mu 'ajir merupakan suatu hal di bolehkan,
karena hal tesebut telah disampaikan di dalam akad atau perjanjian dan pihak
penyewa pun menyepakati dengan kerelaan.Apalagi dengan adanya perawatan
tersebut dapat membuat pohon kelapa menjadi subur dan hasil berupa tuak
menjadi lebih baik lagi dari segi kuantitas dan kualitas.

5. Pengambilan manfaat diluar dari isi akad atau perjanjian
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Dalam praktiknya penyewa memanfaatkan buah, daun, pelepah dan bunga
kelapa dalam melakukan aktivitas pembuatan gula merah. Akan tetapi hal tersebut
telah menjadi adat atau kebiasaan yang ada di Suppa Kabupaten Pinrang manakala
melakukan akad atau perjanjian sewa menyewa pohon kelapa. Pihak yang di
rugikan disini adalah must ajir, akan tetapi must 'ajir sudah merelakan hal tersebut.

Dengan adanya kerelaan dari piah ng dirugikan(must ajir), maka akad sewa

kelapa ini sah dan diperb nya kerelaan dari masing-masing

Terje

alan yang batil, kecual 3
a sama-suka di anta . anlah kamu
‘ epadamu®®.

4.4 a di Suppa

mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia di peroleh

*®Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan dengan Transliterasi
Arab- Latin Juz 1-Juz 30, h. 140.
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dengan keuntungan bagi hasil, dan keuntungan akhirat berupa terbebasnya aktifitas

ekonomi yang bertentangan dengan hukum syara®’.

Dalam melaksanakan hukum ekonomi syari’ah segala sesuatu yang dilakukan
mesti memegang prinsip transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan yang di maksud
disini adalah keterbukaan dalam subjek dan objek yang ada di dalam akad. Subjek
akad yang dikenal di dalam ekoenomi Islamagid (orang yang berakad) mesti ada
kejelasan tentang data diri pribadi dan status kepemilkan objek akad (barang).
Adapun yang di makasud objek akad bisa berupa benda atau jasa. Benda bergerak
atau benda tidak bergerak semuanya dapat di jadiakan sebagai objek akad selama
benda tersebut bermanfaat dan tidak bertentangan dengan hukum syara.

Salah satu praktik dalam hukum ekonomi syari’ah yang sangat menekankan
manfaat suatu objek akad di sebut akad ijarah.ijarah secara sederhana dapat diartikan
sebagai [transaksi manfaat atau jasa dengan adanya imbalan tertentu. Menurut Hasbi
Ash-Shiddigq, 7/arah 1alah akad yang objeknya pertukaran manfaat untuk masa tertentu

yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat™.

Dari definisi diatas dapat-dipahami-bahwa ijarah merupakan akad yang
memperjual belikan manfaat suatu barang. Begitu pentingya transfaransi tentang
manfaat suatu barang yang menjadi objek akad sehingga manakala manfaat barang itu
tidak diketahui atau di manafaatkan tetapi bertentangan dengan hukum syara maka

akad ijarah yang dilakukan dranggap fasid (batal).

Dalam pelaksanaan akad atau perjanjian sewa-menyewa atau ijarah di Suppa
Kabupaten pinrang yang dilakukan antara masyarakat pribumi dan pendatang ada
suatu hal yang berubah selama melakukan akad atau perjanjian sewa-menyewa.
Perubahan tersebut berupa manfaat yang di dapatkan must’ajir selama melakukan

akad sewa-menyewa pohon kelapa dengan adanya manajemen yang baik dalam

Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 11.
®®Helmi Basri dan Masrun, Figih Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2011), h. 21.
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pengelolaan ekonomi rumah tangga, hal ini terjadi karena adanya kejelasan
penghasilan dari kebun kelapa yang di sewakanya. Dengan manajemen yang baik
dalam prekonomian rumah tangga diharapkan mampu memberikan kesejahtraan bagi

individu dan keluarga.

Selain dari kejelasan penghasilan‘yang di peroleh dari hasil penyewaan pohon
kelapa must’ajir, manfaat lain yang di dapatkan berupa must ajir tidak repot lagi
dalam mengelola pohon kelapanya, karena sebelum melaksanakan <akad
ijarah,must’ajir mengelola langsung pohon kelapanya dengan cara di manfaatkan
buahnya untuk membuat minyak kelapa. Pemanfaatan buah kelapa untuk diolah
menjadi minyak membutukan waktu berjam-jam ditambahlagi proses pembuatan
masih sangat tradisional sehingga membutuhkan waktu dan tenmaga extra untuk
mampu memperoleh hasil berupa minyak kelapa, berbeda pada saat menyewakan
pohon kelapanya penggunaan waktu lebih efisien dan tidak mesti mondar mandir
untuk mencari buruh panjat kelapa untuk membantu mengambil buah kelapa di
pohonya. Buruh panjat tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp 10.000 perpohon
kelapa ditambah makan, minum dan rokok yang mesti di jamin oleh pemilik kebun
kelapa. [Sebagimana yang disampaikan oleh-lbu Bania pemilik pohon kalapa yang
ditemui peneliti, mengungkapkan:

Saya lebih memilih melakukan akad sewa-menyewa daripada memanen buah

kelapa selama tiga bulan sekali untuk diolah menjadi minyak goreng, karena

dengan melakukan akad, sewa-menyewa saya dapat mengetahui secara pasti
penghasilan_dari_Kebun “kelapa~saya.“Apalagi Kalau_memanen buahnya kita

mesti mengeluarkan tenaga dan biaya yang lebih untuk menyewa pemanjat
kelapa untuk memetik buahnya®.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, dengan
melakukan akad sewa kelapa must’ajir mampu memenejemen ekonomi keluarganya
dengan baik, karena adanya kepastian penghasilan perbulanya dari hasil sewa pohon

kelapa yang dilakukan, sehingga ia mampu mengatur pengeluaran dan tidak repot lagi

“Wawancara dengan Ibu Bania, Pemilik Pohon Kelapa, Pada Tanggal 16 Juli 2019.
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menyuruh seseorang untuk memanen buah kelapa yang terkadang hasil panen yang

diperoleh tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan.

Lain halnya manfaat yang diperoleh mu ajir, dengan melakukan akad sewa-
menyewa pohon kelapa yang dilakukanya dapat membuat taraf ekonomi menjadi
lebih baik di banding sebelum melaksanakan akad sewa pohon kelapa untuk membuat
gula merah. Walaupun pembuatan gula merah.ini suatu pekerjaan yang sulit karena
mesti memanjat pohon kelapa setiap harinya yang dilakukan dua kali sehari yaitu
pagi dan sore hari. Pada saat pagi hari panjatan yang di lakukan untuk mengiris bunga
kelapa yang telah ditkat, agar tuak yang terdapat didalam bunga kelapa yang di ikat
tersebut mampu mengalir dengan lancar; sehingga menghasilkan tuak yang banyak
masuk kedalam tempat penampungan (jeriken). Setelah diiris kemudian tuak yang
tertampung di jeriken diturunkan dengan cara mengganti jeriken yang lama dengan

jeriken yang baru di naikkan ke atas pohon kelapa.

Pada saat jeriken yang berisikan tuak tersebut di turunkan kemudian di
kumpulkan dalam wadah berupa nampang yang besar untuk dilakukan proses
pemasakan tuak hingga sampai tuak tersebut mengental dan di masukkan kedalam
cetakan yang terbuat dari tempurung kelapa yang di belah. Setelah beberapa saat gula
merah yang mengental di dalam’ cetakan mengeras, kemudian cetakan tersebut di
balik dengan tujuan memisahkan gula merah dari cetakan dan proses pembuatan gula

merah telah selesai dan siap untuk'di pasarkan:

Proses pemasaran gula merah yang ada di Suppa Kabupaten Pinrang dilakukan
dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain yang bertugas mengumpulkan
gula merah dan mendistribusikanya melalui pasar-pasar yang ada di daerah Pinrang
dan di luar daerah Pinrang itu sendiri. Selain pemasaran yang dilakukan dengan
membuka relasi dengan pihak tertentu, terkadang juga ada masyarakat yang membeli

langsung ketempat produksi gula merah.
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Panjatan selanjutnya dilakukan pada sore hari, panjatan ini berbeda dengan
pada saat pagi hari. Pada saat sore hari tujuan melakukan panjatan hanya sekedar
mengiris bunga kelapa agar tetap mampu mengeluarkan tuak tanpa mengambil tuak

tersebut.

Sistem pengelolaan tuak menjadi-gula merah merupakan suatu pekerjaan yang
beresiko tinggi, karena harus melakukan pemanjatan kelapa dua kali sehari dan
proses pengelolaan tuak mesti dengan cepat dan tepat agar tuak yang di peroses dapat
menjadi gula merah.. Manakala proses itu lambat maka tuak tersebut akan basi
sehingga walaupun telah di masak tidak akan menjadi gula merah sesuai dengan apa
yang kita kehendaki.

Menggeluti profesi sebagai pembuat gula merah adalah suatu pekerjaan yang
tidak gampang untuk dilakukan, karena memerlukan kegesitan dan kehati-hatian
dalam proses pengambilan tuak kelapa. Walaupun pekerjaan ini merupakan suatu
pekerjaan yang berat menurut sebagian orang, tapi bagi para perantau yang datang ke
Suppa Kabupaten Pinrang, pekerjaan ini terasa ringan karena faktor kebiasaan
individu dan didukung dengan faktor ekonomis yang menjanjikan. Sebagaimana yang
disampaikan oleh Bapak Sugianto selama ia berprofesi sebagai pembuat gula merah
di Suppa Kabupaten Pinrang. la mengungkapkan:

Sudah banyak daerah yang saya datangi dan bekerja didaerah tersebut mulai

dari buruh pabrikiFdan® supir /mobils Akanstetapi saya rasa belum mampu

memenuhi kebutuhan Ssaya“dan“keluarga.“Berbeda pada saat saya memutuskan
untuk menjadi penyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah, dari hasil

usaha saya membuat gula merah, saya bisa menyekolahkan anak dan mampu
untuk membeli kendaraan berupa sepeda motor'®.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, akad
sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang antara mu’ajir dan must’ajir telah

memberikan manfaat kepada mu’ajir berupa, berubahnya taraf hidup dirinya dan

10%/awancara dengan Bapak Sugianto, Penyewa Pohon Kelapa, Pada Tanggal 30 Juli 2019.
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keluarga menjadi lebih baik lagi, dibuktikan dengan mampu memberikan pendidikan
yang layak kapada anaknya dan membeli kendaraan roda dua (motor).

Disamping kemanfaatan dari segi ekonomi yang diperoleh mu ajir dengan
adanya akad sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang, juga terdapat hubungan
emosional, hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan baik antara pendatang dengan
penduduk asli Suppa, hubungan.baik ini terlihat pada saat ada suatu acara yang di
lakukan penduduk asli, pendatang pun juga ikut ambil bagian, seperti pada saat
penduduk asli memindahkan rumah. Acara pemindahan rumah yang di lakukan
dengan cara dipikul karena kebanyakan rumah masyarakat merupakan rumah
panggung. Sehingga dalam pemindahanya di lakukan dengan cara diangkat secara
bersama-sama. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Muh. Agus Penyewa Pohon
Kelapa yang ditemui peneliti:

Hubungan masyarakat disini dengan penyewa kelapa sangat baik, penyewa

kelapa apabila dimintai tolong oleh penduduk asli sini tidak perna menolak.

Bahkan apabila masyarakat bergotong royong mereka juga ikut serta. Dengan

adanya hubungan yang baik tersebut sehingga ada penyewa pohon kelapa yang

memutuskan untuk menikah dengan salah satu penduduk asli sini,dan pindah
agama menjadi agama Islam*®*.

Terkait dengan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, manfaat
yang di dapatkan dengan adanya sewa kelapa di suppa Kabupaten Pinrang selain

manfaat dari segi ekonomis juga bermanfaat manfaat dari segi sosial.

Berdasarkan manfaat praktik sewa kelapaiantarawiu ‘ajir dan must ‘ajir di Suppa

Kabupaten Pinrang fakta yang di dapat peneliti di lapangan yaitu:

1. Taraf ekonomi mu ajir menjadi lebih baik di banding sebelumnya
2. Pendapatan must ajir menjadi jelas di banding sebelum melaksanakan akad atau

perjanjian sewa pohon kelapa

%% \/awancara dengan Muh. Agus, Penyewa Pohon Kelapa, Pada tanggal 16 Juli 2019.
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3. Terjalinya hubungan emosional antara mu 'ajir dengan masyarakat yang berada di
sekitar tempat produksi gula merah

Dari ke tiga fakta di lapangan yang didapatkan peneliti, kemudian fakta-fakta
tersebut akan dianalisis menggunakan prinsip dasar yang terdapat pada hukum

ekonomi syari’ah yang memiliki tuj utama mencapai kebahagiaan dunia dan

akhirat. Adapun prinsip dasar

sebagai berikut'%%:

lam hukum ekonomi syari’ah yaitu

5. Kese ind masyarakat

an f a di lapangan yang di d prinsip dasar
yang te Jala ekonomi syari’ah diata i enganalisis
fakta te me

n an prinsip dasar hukum e
analisis > yaitu sebagai beri

1. Tara mi mu 'ajir m

i suatu hal yang manu abila setiap manusia

yang IM&ER htﬂﬁa Maka
a Kabupaten
ebih baik di
banding sebelumnya dan hal inilah merupakan orientasi yang di harapkan syariat
Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam melaksanakan suatu akad atau

perjanjian, agar manusia mampu bermanfaat untuk manusia lainya dan saling

19244 Buchari dan Donni Juni Priansa, Managemen Bisnis Syariah, h. 81-84.
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menguntungkan dalam melaksanakan perjanjian satu sama lain dalam hidup

bermasyarakat.

. Pendapatan must’ajir menjadi jelas di banding sebelum melaksanakan akad atau
perjanjian sewa pohon kelapa

Syariat Islam memberikan keleluasan dalam hal memanfaatkan sumberdaya

alam yang di siapkan manusig ama hal itu tidak menggangu manusia

lainya dan tidak bert itu sendiri. Dengan adanya
keleluasan tersebut : am penghasilan individu.
elaksanakan akad sewa-
yang besar
N dari harga

sewa kelapa
g berada di
masyarakat

asilan Islam

Syarakat setem

AR

éat walaup beda agama
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, maka ditarik kesimpula i

5.1.1 Bentuk akad yang_c
Pinrang yang

a kaluku di Suppa Kabupaten

pembayaran de lah tertentu, kemudian

di [1Kall U K Mengdarap Ohon k6|a d O1SeDUl dKd A lA dhah (Serah

ah disebut

an. Akan tetapi tidakla um undang-
syariat. Hal ini dapat yang besar
an diantara

danya saksi enyaksikan,

ohon kelapa yang mpang dari

aatkan lapa tanpa

nrang, yaitu
pembayaran

kelapa. Sistem pembayaran seperti ini merupakan hasil kesepakatan diantara
kedua belah pihak, sehingga terhindar dari adanya ketidak jelasan (garar) objek
akad. Kejelasan objek akad merupakan salah satu syarat sah melaksanakan akad

ijarah. Jangka waktu sewa pohon kelapa tergantung kesepakatan pada saat
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melaksanakan akad atau perjanjian yang biasanya selama tiga bulan, lima bulan
bahkan satu tahun.

5.1.3 Manfaat sistem sewa kaluku bagi penyewa dan pemberi sewa di Suppa
Kabupaten Pinrang yaitu, bagi Mu 'ajir (penyewa) setelah melakukan akad sewa
kelapa taraf ekonomi keluarga menjadi lebih baik di banding sebelumnya

(pendapatan perkapita menin terjalinya hubungan emosional dengan

masyarakat lokal ya kan akad sewa kelapa. Bagi

must ajir (pemb engelolah buah kelapa dan

as perbulannya, berbeda

52 S

n penelitian
skripsi, . erikan saran kepada pi vat di dalam
akad se pembaca yang ingin perjanjian,
sehingg i rtimbangan sebelum : perjanjian.
Adapun n dalam penulisan skrip : perikut:

harga sewa
kelapa yang
kedua belah

kelapa.

5.2.3 Bagi pembaca dan kedua belah pihak yang berakad (mu ajir dan must ajir),
apabila melakukan suatu akad atau perjanjian sebaiknya berbentuk tulisan
sehingga akad atau perjanjian yang di lakukan memiliki payung hukum yang

kuat sehingga jauh dari perselisihan di kemudian hari.
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PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan penulisan
skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa
Kaluku di Suppa Kabupaten Pinrang”. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk

merugikan pihak manapun. Berikut pertayaan-pertanyaan yang diajukan:

PERTANYAAN UNTUK MU

Bagaimana bentu pa (kaluku) tersebut?

Sewa-menyewa

aan kelapa (kaluku) ter:
aran yang dilakukan?

an harga sewa kelapa?

PERTA "AJIR (PENYEW.

4. Bagaimana sistem penyewaan kelap
5. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?
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DOKUMENTASI PENELITIAN

bu Bania dan 1bu Samsia (Pemberi Sewa Pohon a) di Suppa

Kabupaten Pinrang

Wawancara dengan Bapak Agus (Penyewa Pohon Kelapa) di Suppa Kabupaten

Pinrang.
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Pinrang.

Wawancara dengan Bapak Demma Dika (Penyewa Pohon Kelapa) di Suppa

Kabupaten Pinrang.
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